BAB II
GENDER, PENDIDIKAN, DAN REPRESENTASI KEKUASAAN
(sebuah kerangka teori)

A. ANALISA GENDER DAN INTER-RELASI KEKUASAAN

Memahami gender sebagai sebuah anomali dan Kketidak-
adilan sistem dan struktur sosial, pertama kali perlu
memcurigai beberapa inter-relasi yang biasanya mempengaruhi
lahirnya bias makna di seputar transformasi wacana gender.
Inter-relasi ini erat kaitannya dengan struktur hegemoni dan
entitas kekuasaan? yang dimainkan oleh kelompok superior
(aparatus negara) dalam menciptakan makna dominan bagil

, B2
sebuah wacana alternatlfg.

Sebab aparatus kekuasaan biasanya menegakkar
kekuasaanya pada basis menagemen "ekonomi-politik
kebenaran", yaitu sebuah manegemen kekuasaan yang sangat

berkepentingan menciptakan sebuah standar kebenaran. Standar
kebenaran tersebut kemudian diproduksi dan didistribusi
dengan disertai mekanisme kontrol vyang effektif untuk

menciptakan evaluasi moral dan penghakiman terhadap kelompok

ZI. Hal ini sesuai dengan teori -kuasa-pengetahuan Paul Michel Foucault (1926-1984).
Selenzkapnya teori tersebut berbunyi: pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik.
Penyelenggraan kekuasaan yang terus-menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, dan
sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan selalu melahirkan kekuasaan. '

22 Klaim "alternatif" ini merujuk kepada kelompok terdominasi yang oleh apartus negara sengaja
~ dideskripsikan secara negatif dan seakan-akan bertentangan dengan rilai-nilai umum (akiifis
femninisme, militan, radikal, liberal, marxisme dan lain sebagainya)



minoritas.

Bias makna bagi wacana baru menjadi tidak terelakkan,
sebab logika berfikir strukturalis versi aparatus negara
sebagaimana disingguh di atas, menyiratkan adanya usaha
politisasi (pembelokan) makna untuk menyingkirkan wacana
alternatif yang hendak ditawarkan oleh kelompok minoritas,
dengan cara membagun wacana dominan di satu sisi, dan di
sisi lain menyuguhkan simpton-simpton negatif dan destruktif
yang dimiliki kelompok minoritas kepada masyarakat.

Sebuah transformasi wacana akan dengan sendirinya
diwarnai oleh pertarungan-pertarungan ideologi®s. Dalam
kénteks ini, tidak hanya aparatus negara yang berambisi
mematahkan sosialisasi wacana alternatif, kelompok minoritas
juga akan berhadap-hadepan dengan ideologi dan kerangka
berfikir masyarakat secara umum. Fungsionalisme-strukturalis
--demikian penulis menunjuk basis ideoclogi yang secara umum
dipakai oleh masyarakat: sebagimana layaknya masyaraxat
Indonesia, merupakan sebuah konsensus vyang dipercaya
masyarakat mampu mencipatakan sebuah keseimbangan (harmoni)
sosial. Fungsionalisme adalah sebuah aliran yang terlalu
dibebani oleh mitos perubahan. Dalam kerangka berfikir
masyarakat fungsional, transformasi wacana biasanya selalu

%%, Pertarungan ideologi (clash ideology) dalam konteks ini tidak bisa difahami sebagai dua kubu
yang berhadap-hadapan (oposition binner), semisal: Tradisionalism v Modernism; developmentalism
v under developmentalism. Namun sudah bergeser menjadi multiple binner yakni pertarungan silang
ideologi.
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difahami sebagai awal perubahan sosial yang bisa melahirkan
konflik dalam wmasyarakat, dan konflik diyakini Dbisa
mengancam suasana harmori yang dianggap sakral. Inilah yang
kemudian menjadi keberatan bagi kebanyakan masyarakat: bahwa
konflik yang dibiuskan oleh sebuah transformasi, selalu
difahami sebagai sebuah kondisi yang tidak sehat.

Ini masuk akal, sebeb transformasi sosial memang selalu
diawali dengan usaha pemberontakan terhadap nilai-nilai dan
norma vyang dianggap konvesional. Pemberontakan tersebut
selalu dihidupkan oleh kelompok minoritas yang menghafapkan
ada perubahan signifikan dalam struktur dan sistem sosial.
Inter-relasi demikian yang mengakibatkan sebuah transformasi
sosial tidak terlepas dari konflik, sebab pemberontakan
terhadap nilai dan sistem yang dianggap konvensional oleh
sementara kelompok sosial (minoritas), selalu melahirkan
reaksi yang lebih besar dari kelompok dominan yang memang
dalam beberapa hal selalu diuntungkan oleh kemapanan sebuah
sistem dan nilai sosial. Reaksi tersebut bisa berupa;
pencegahan, penghambatan, dan politisasi makna.

Untuk yang kesekian kalinya kelompok dominan memiliki
kepentingan dan andil yang cukup besar dalam usaha mencegah,
menghambat dan mempolitisir gsebuah transformasi wacana.
Kemudian dalam rangka menjamin sosialisasi usaha di atas,
kelompok dominan secara konsisten biasanya memaksimalkan
penguasaan akses information (informasi) dan knowledge

(pengetahuan) . Kondisi ini yang memberi gambaran utuh bahwa
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penguasaan akses informasi dan pengetahuan, selalu
melahirkan wacana dominan yang biasanya didesign sebagai
justifikasi "kebenaran". Penguasaan akses yang secara
konsisten diperankan oleh kelompok dominan, dengan
sendirinya diikuti dengan proses marginalisasi wacana
alternatif, sebab semua institusi sosial vyang |Dbisa
merepresentasikan wacana (pendidikan, institusi hukum, media
massa) sudah menjadi institusi yang dikendalikan di bawah
kontrol kelompok dominan. Ini menghasilkan standar
"kebenaran" versus wacana. Bagil kebanyakan masyarakat,
kebenaran selalu identik dengan produk wacana yang
direpresentasi oleh institusi vyang dikendalikan kelompok
dominan.

Di Indonesia pada masa Orde Baru --misalnya, akses
informasi dan pengetahuan yang membicarakan persoalan gender
dan emansipasi, lebih banyak dikuasai dan disebarkan oleh
negara (dominan). Dengan memanfaatkan institusi hukum,
pendidikan dan media massa, negara seakan-akan memiliki
andil yang besar dalam usaha mengkampanyekan persoalan ini
kepada masyarakat.

Kenyataan ini bisa disimak dari keseriusan pemerintah
Orba dalam menggalakkan berkembangnya lembaga-lembaga wanita
di bawah korp kepegawaian suami (Dharma Wanita, PKK),
sembari selalu menitipkan pesan: betapa pentingnya peran
istri (perempuan) dalam mendorong prestasi suami di ruvang

publik. Fenomena yang sama terlihat juga pada maraknya
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kampanye Wajib Belajar Sembilan Tahun (1994), yang harus
dienyam oleh seluruh anak Indonesia dengan mengeliminir
diskriminasi perbedaan ngender" Program tersebur tercatat
perhasil memacu angka partisipasi siswa perempuan dan
nembawa kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat bahwa
anak perempuan juga layak mendapat kesempatan pend}dikan
yang sama dengan anak laki-laki. Sumber statistik Depaikbud
akhir tahun 1995 menyebutkan, perbedaan gender dalam angké
persecolah sejak dicanaangkan Wajib Belajar Sembilan Tahun,
praktis tidak ada lagi bagi anak usia SD (7-12) tahun, dan
bagi usia menengah (13-ke atas) terjadi penurunan angka
kesenjangan secara dramatis.

Fenomena yang sama juga bisa dijumpai pada keberhasilan
pemerintahan Orba dalam mengkampanyekan gsosok perempuan
pejuang emansipasi yang khas Jawa, dialah R. A. Kartini. Ia
oleh Orde Baru difigurkan sebagal sosok yang njawani tetap
pakai kebaya, anggun dan lembut, meskipun ia adalah seorang
pejuang emansipasi. Biografinya menjadi salah satu bagian
dari materi yang diajarkan di sekolah. Praktis, penggambaran
figur Kartini ini menjadi proto-type kekhasan gerakan
emansipasi:. di Indonesid®. Anak-anak Indonesia  yang
mempelajari biorafinya melalui pelajaran sekolah, bisa
dipastikan akan menjadikan Kartini sebagai obyek konotasi

34, Tommy F. Awwuy, Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan, CV Jentera Wacana
Publika, Yogyakarta 1995, hal. 113.
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ketika pada ruang waktu tertentu mereka harus berhadap-
hadapan dengan wacana gender dan isu emansipasi.
Demikianlah, negara melalui banyak media mengﬁasai
penyebaran informasi dan pengetahuan gender di Indonesia.

Penguasaan akses dan penyebaran infcrmasi dan
pengetahuan oleh kelompok dominan, sebagaimana digambarkan
di atas sebenarnya tidak terlalu bermasalah manakala tidak
diniatkan untuk membelokkan makna sebuah transformasi wacana
dan memberangus wacana alternatif yang datang dari kelompok
sub-ordinat. Sayangnya, dominasi wacana gender vyang
dikembangkan oleh Orde baru ini, dalam perjalanannya tidak
lepas dari praktek pemberangusan wacana alternatif.
Barangkali semua memahami bagaimana represifnya lembaga
kontrol Orde Baru (Departemen Penerangan) terhadap penyiaran
wacana alternatif yang mencoba berbeda dengan wacana
dominan. Lembaga kontrol vyang dijalankan dengan cara
represif yang didukung oleh totalitarianisme negara ini,
membuat semua media (pers), literatur dan produksi film pada
masa itu tidak berani merepresentasikan wacana alternatif
- _kecuali mereka sudah siap untuk dianggap subversib dan
dibunuh oleh Orde Baru.

Di balik agresi penyiaran tersebut di atas, pemerintahan
(dominan) Orde Baru ternyata sangat berkepentingan
membelokkan makna wacana tersebut demi menjaga harmoni atau
stabilitas nasional --dalam bahasa Orde Baru. Hal ini

tercermin pada ambigiusitas sikap Orde Baru terhadap
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penyebaran wacana ini. Di satu sisi Orde Baru sangat
bersemangat mengadaptasi transformasi wacana gender dengan
pengayaan kultural dari kekhasan Indonesia. Di sisi lain,
Orde baru dengan sangat efektif memberi beban ganda lkagi
gerakgn feminisme di Indonesia dengan mempertegas keberatan-
keberétan dogma nasionalime (sebagai bangsa yang menjunjung
tinggi horma), dogma primordialisme (sebagai bangsa Timur)
dan dogma agama yang kemudian memberi stigma buruk bagi
gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh perempuan terhadap
sistem dan struktur yang dianggap tidak adil.

Wacana gender di Indonesia menjadi tidak jernih akibat
distorsi besar-besaran yang dilakukan oleh negara dengan
membangun konflik wacana yang dibelokkan ke wilayah emosi
nasionalisme, primordialisme dan agama. Misalkan E ada
anggapan umum (common sense); bahwa gerakan gender harus
disesuaikan dengan budaya timur yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat, gender harus sesual dengan norma-norma bangsa,
dan tentu saja gender harus tidak bertentang dengan tafsir-
tafsir agama. Di sinilah rumitnya, bahwa fakta ketidak-
adilan sistem dan struktur sosial terhadap perempuan selalu
ditutup-tutupi dengan fakta psikologis yang sengaja
diciptakan oleh kelompok dominan.

Aparatus Negara (kelompok dominan) selanjutnya dengan
mudah mengendalikan kesadaran (conciousness) dan opini
(point of view) masyarakat, untuk digiring pada pemahaman

yang monotekstual wacana gender. Sebab demikian bagaimanapun
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juga pembahasan isu gender sebagai anomali dan ketidakadilan
struktural harus mempertimbangkan: pertama, klarifikasi
terminologis gender sebagai upaya penjernihan dari makna
yang sering dibelokkan. Kedua, inter-relasi wacana (teks)
gender dengan kekuasaan, dan yang terakhir inter-relasi

wacana gender dengan perangkat hegemoni kelompok dominan.

I. KLARIFIKASI TERMINOLOGI

Klarifikasi terminologi ini dimaksudkan untuk memberi
kejelasan faktor nature (determinan) dan nurture
(konstruksional) gender yang menempel pada perbedaan sex.
Sebab demikian pertama kali perlu dibedakan secara tegas
term sex (gender difference) dan gender (gender
inequalities)?s

Ann Oakley adalah orang pertama kali yang melakukan
pembedaan kedua term ini. Menurutnya, term sex (gender
difference) merujuk pada unsur biologis yang sifatnya
determinan, sedangkan term gender (gender unequalities)
merujuk pada seperangkat sistem nilai peran sosial yang
dibentuk oleh sistem sosial dan proses kulturan. Keduanya
berbeda secara kualitas dan memiliki implikasi pola relasi
sosial yang berbeda pula. Masour Faqgih pernah memberi

kejelasan demikian: sex (gender difference) adalah perbedaan

35, Klarifikasi terminologi ini semakin dianggap penting karena bukan hanya ditujukan untuk
menjernihkan wacana gender yang terdistori oleh kemungkinan adanya politisasi makna, tetapi term
ini juga secara resmi belum menjadi perbendaharaan serapan dalam bahasa Indonesia.
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biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini
dimiliki sejak lahir. Ia bersifat determinan (kodrat/tidak
bisa diubah). Sedangkan gender (gender unequalities) adalah
hasil konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran dan
relasi sosial secara berbeda antara jenis kelamin: laki-laki
dan perempuan. Ia tidak dimiliki sejak 1lahir. Dalam term
kedua ini, 1lingkungan sangat berperan untuk membentuk
seperangkat perbedaan antara perempuan dan laki-laki.
Konstruksi gender ini bisa berubah, sesuai dengan perubahan
sistem sosial yang dianut oleh sebuah masyarakat56
Keterangan perbedaan seks dan gender di atas sesuai

dengan penjelasan Lisa Tuttle:

"Gender 1is term of the socially imposed division
between the sexes. Whereas sexs refers to the
biological, anatomical differences between male dan
female, gender refers to the emotional dan psychological
attributes which a given culture expects to coincide
with physical maleness dan femaleness. 'Masculine' and
'feminine' are gender terms, and although individuals
born male are expected to develop a masculine gender-
identity as the nartural course of events, it 1is widely
recognized that sex dan gender may not always
coincide...."

("Gender adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat
untuk menentukan pembagian di antara jenis kelamin
(seks). Mengingat seks merujuk pada aspek biologi:
perbedaan anatomi tubuh, sedangkan gender merujuk pada
aspek emosi dan psihis yag dikonstruksi oleh prasangka-

26. Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, Pustaka Pelajar dan RIFKA ANNISA
Women's Crisis Centre, 1993, hal. 4.

37. Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism, Arrow Books, London 1987, hal. 123.
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prasangka (stereo-type) budaya untuk memberi identicas
budaya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Maskulinatis dan femininitas menjadi tema dalam gender,
semisal seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-
laki, maka ia juga diharapkan memiliki identitas gender
laki-laki yang dikukuhkan menjadi peristiwa alami. Ini
selanjutnya membawa pengakuan bahwa seks dan gender
tidak selalu berkesesuaian...")

Pembelahan demikian bukan berarti tanpa masalah.
Setidaknya Robert Bierstedt pernah mengingatkan bahwa
masalah seks (gender difference) tidak Dbisa semata-mata
dilihat sebagai persoalan fisiologi semata, hampir
disepanjang sejarah pearadaban manusia masalah sex ini
selalﬁ diatributi oleh dimensi sosial—budayés.

Robert mengatakan, "That all societies have two
cultures, a male culture and a female cultute, and tnat
these two cultures are quite different." ("di setiap
masyarakat terdapat dua budaya, budaya maskulin dan budaya
feminin, dan keduanya selalu berbeda.") Sebab demikian,
tugas uraian selanjutnya adalah membuat demarkasi sex dan
gender, sekaligus melucuti atribut sosio-kultural yang tidak
seharusnya menempel pada deferensiasi sex.

Maka sebaiknya klarifikasi ini dimulai dari pembahasan
dimensi fisiologi sex. Seperti diurai di atas, perbédaan
seks yang determinan, merujuk pada perbedaan anatomi tubuh
dan alat reproduksi vyang dimiliki oleh laki-laki dan

perempuan. Pada alat reproduksi, laki-laki memiliki penis,

38. Robert Bierstedt, The Social Order, International student Edition, 1970, hal. 359.
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buah pelir (testis) dan mereproduksi sperma. Sedangkan pada
anatomi tubuh, yang membedakan laki-laki dengan perempuan
adalah; ada kalamenjing (benjolan) di bagian leher, dibagian
tubuh tertentu laki-laki dewasa tumbuh bulu yang tidak
dimiliki oleh perempuan dewasa, laki-laki memiliki struktur
tubuh yang lebih besar di banding perempuan, pantat ramping.

Anatomi dan alat reproduksi laki-laki seperti diurai di
atas, tentu berbeda secara alami dengan anatomi tubuh dan
alat reproduksi perempuan. Pada alat reproduksi, perempuan
memiliki struktur yang lebih rumit di banding laki-laki; ia
punya rahim, memiliki vagina, dua lubang rahim, clitoris
(kelentit) dan memproduksi ovum. Di samping itu, perempuan
juga mengalami menstruasi tiap bulannya dan satu faktor
alamiah lain adalah bahwa perempuan harus mengandung dan
melahirkan anak. Adapun perbedaan anatomi tubuh; perempuan
memiliki buah dada yang lebih besar di banding laki-laki,
tidak tumbuh bulu pada bagian tubuh kecuali di alis dan
bagian kemaluan, pantat menonjol dan struktur tubuh biasanya
lebih kecil dari laki-laki®®

Sampai pada pembahasan perbedaan anatomikal, seharusnya
diskusi tentang differensiasi sex dan gender sudah bisa dia-
khiri. Sebab dari pembahasan ini menyiratkan demarkasi yang
jelas antara yang dianggap determinan dan konstruksional.

39. Save M. Dagun, Maskulin dan feminin; Perbedaan Pria dan Wanita Dalam Fisiologi,
Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan, PT. Melton Putra, Jakarta 1992, hal. 8.
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Dengan tidak menafikan betapa kuatnya konstruksi budaya yang
menempel pada sifat maksulinitas dan feminitas, penyifatan
apapun terhadap jenis sex tertentu (selain perbedaan anatomi
dan alat reproduksi) , seharusnya bisa dianggap
konstruksional.

Namun, ahli biologi masih berseteru dengan kalangan
feminis di seputar persoalan produk hormon yang dihasilkan
oleh buah pelir (testis) dan sel telur (ovum) perempuan.
Para ahli biologi berpendapat bahwa kedua jenis alat
reproduksi ini menghasilkan hormon yang berbeda dalam
pembentukan komposisi kimia pada struktur tubuh manusia.
Buah pelir laki-laki diyakini menghasilkan hormon
testoterone, vyakni hormon yang menghasilkan "sifat-sifat
kejantanan" sekaligus menentukan struktur organik laki-laxi.
Di samping memproduksi sperma, hormon ini Jjuga mengatur
perkembangan tulang, pergerakan otot, penyimpangan lemak,
prilaku seksual, pola raut muka, pelebaran dada dan
penegakan tulang rawan serta ketajaman suara. Sedangkan
ovarium yang dimiliki oleh perempuan menghasilkan jenis
hormon berbeda yakni prolactin, extrogen dan progesteron.
Hormon-hormon jenis ini berpengaruh pada pembentukan "sifat-
sifat betina”.éo

Selanjutnya sel telur dan sperma manusia juga mengandung

40. Save M. Dagun memberi penjelasan bahwa dua alat reproduksi yang menghasilkan hormon
berbeda tersebut tidak bisa diidentifikasi sebagai hormon laki-laki dan hormon perempuan. Sebab
yang membedakan keduanya hanyalah keseimbangan jumlah.
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apa yang sering disebut dengan istilah kromosom. Setiap
manusia memiliki 23 kromosom. Namun, laki-laki dan perempuan
memiliki kromosom yang berbeda jenis. Kromosom perempuan
disebut homogametic sex sebab kromoson itu sejenis dan
diberi inisial XX. Berbeda dengan laki-laki yang memilliki
dua jenis kromosom atau disebut dengan heterogemetic sex,
selanjutnya diberi inisial XY.

Kedua jenis kromosom ini akan bertemu semasa pembuahan.
Manusia normal pada umumnya memiliki 46 kromosom (23
pasangan) yang berasal dari ayah (kromosom XY) dan l1bu
(kromoson XX). Ketika terjadi pembuahan yakni awal “dari
pembentukan embrio kromosom, 22 pasangan kromosom akan
menentukan sifat—éifat genetika yang secara turun-temurun
ditentuka oleh karakteristik genetika sesorang. Pasangan
kromosom 23 yang disebut kromosom seks, membedakan jenis
kelamin laki-laki atau perempuan. Bila kromecson X dari sel
telur bertemu dengan kromoson Y akan menghasilkan kromosom
XY, maka berarti embrio kromoson itu berjenis kelamin pria.
Jadi, yang menentukan Jenis kelamin embrio adalah sperma
sang ayah. Bila sel sperma yang menembus telur pada saat
terjadi pembuahan memuat kromosom Y, maka akan lahir bayi
laki-laki, namun sebaliknya jika sel sperma memuat kromos X,
maka yang akan lahir adalah bayi perempuan. Sebab sel telur

perempuan selalu menghasilkan kromosom x.41

41. Save M. Dagun Op. Cit. hal. 6
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Kehadiran kromoson Y yang sekaligus menentukan jeais
kelamin embrio ini, oleh para pakar diyakini membawa
kekhususan-kekhususan tertentu pada manusia Jjenis kelamin
kali-laki. Kekhususan-kekhususan tersebut salah satunya
adalah berupa jenis protein H-Y antigen yang dimiliki oleh
laki-laki. Thesis ini dikutip oleh Dr. Nazaruddin Umar dari
Linda R Maxon dan Charles H Daugherty, Genetics; a Human
Perspective, Lowa: M.W.C. Brown Publisher, 1985.

Penjelasannya kurang lebih demikian:

nm_ ... Ada sebuah jenis protein, yang diidentifikasi
H-Y antigen, yang hanya terdapat dalam sel laki-laki dan
tidak ditemui dalam sel perempuan. Protein H-Y antigen
ini memegang peranan penting dalam mengorganisir unsur-
unsur kimia yang ada dalam tubuh.

Secara genetika, komposisi kimia tubuh Ilaki-laki
lebih kompleks (untuk tidak mengataka 'lebih lengkap')
daripada perempuan. Kehadiran kromosom Y memungkinkan
terjadinya tambahan kontrol pada berbagal jaringan sel
dalam tubuh laki-laki...."?2

Berdebatan di kalangan genetika selanjutnya berputar
pada persoalan efek psikologi dan sisologi, yang mungkin
bisa dihasilkan oleh komposisi kimia tersebut di atas.
Pertanyaan besar vyang hendak dijawab adalah: apaxah
perbedaan hormonal dan komposisi kimia yang dihasilkan oleh
kromosom itu, akan berpengaruh terhadap tigkat keceréésan
(kognisi), stabilitas emosi (psikologi) dan agresifitas

(relasi sosial)?

42. Dr. Nazaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Paramadina,
1999, hal. 41.
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Pertanyaan ini secara tergesa-gesa dijawab oleh W.O.

i3, Joslyn mengambil kesimpulan

Joslyn melalu hasil risetnya
bahwa tingkat agresifitas sangat dipengaruhi oleh hormon
testosteron yang dimiliki oleh laki-laki. Kesimpulan ini ia
buktikan dengan uji coba seekor kera betina yang meningkat
tajam agresifitasnya sesudah diberi unsur testosteron.
Mengenai efek sosiologis yang dihasilkan dari perbedaan
hormon laki-laki dan perempuan, pernah dbuktikan di Amerika
pada tahun 1970-an --ketika isu feminisme sedang panas-
panasnya, melalui sebuah penelitian yang cukup mengejutikan
berbagai kalangan. Penelitian tersebut mengambil sampel
laki-laki dan perempuan dari berbagai jenjang usia. Para
peneliti amenyuruh orang-orang yang menjadi sampel
penelitian untuk menuliskan karakter dan tipe prilaku laki-
laki perempuan berdasarkan asumsinya masing-masing.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan dan
laki-laki memiliki 40 aspek perbedaan yang saling beroposisi
(oposisi biner), menvangkut ; tingkat intelektualitas
(kognisi), stabilitas emosi, profesionalitas dan

religiusitasﬂ4.(lihat tabel I)

Laki-laki (masculine) Perempuan (feminin)
- Sangat agresif - Tidak terlalu agresif
- Independen - Tidak terlalu independen
- Tidak emosional - Lebih emosional

43. Dr. Nazaruddin. Loc. cit.

44, Save M. Dagun. Op. Cit. hal. 1.
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Dapat menyembunyikan emosi
Lebih objektif

Tidak mudah terpengaruh
Tidak submisif

Sangat menyukai pengetahuan
eksakta

Tidak mudah goyah terhadap
krisis

Lebih aktif

Lebih kompetitif

Lebih logis

Lebih mendunia

Lebih trampil berbisnis
Lebih berterus-terang
Memahami seluk-beluk per-
kembangan dunia
Berperasaan tidak mudah
tersinggung

Lebih suka berpetualang
Mudah mengatasi persoalan
Jarang menangis

Selalu tampil sebagai pe-
mimpin

Penuh rasa percaya diri
Lebih banyak mendukung si-
kap agresif

Lebih ambisi

Lebih mudah membedakan an-
tara rasa dan rasio

Lebih merdeka

Tidak canggung dalam penam-
pilan

Pemikiran lebih unggul
Lebih bebas berbicara

Sulit menyembunyikan emosi
Lebih subjektif

Mudah terpengaruh

Lebih submisif

Kurang menyenangi eksakta

Mudah goyah menghadapi kri-
sis

Lebih pasif

Kurang kompetitif

Kurang logis

Berorientasi kerumah

Kurang trampil berbisnis
Kurang berterus-terang
Kurang memahami seluk-beluk
perkembangan dunia
Berperasaan mudah tersing-
gung

Tidak suka berpetualang
Sulit mengatasi persoalan
Lebih sering menangis

Tidak tampil sebagai pemim-
pin

Kurang rasa percaya diri
Kurang senang terhadap sikap
agresif

Kurang ambisi

Sulit membedakan antara rasa
dan rasio

Kurang merdeka

Lebih canggung dalam penam-
pilan

Pemikiran kurang unggul
Kurang bebas berbicara

Berkait dengan penelitian W.O. Joslyn,

Save M Dagun me-

nanggapinya sebagai sebuah kelatahan intelektual dalam
menarik generalisasi kesamaan binatang dengan manusia.
Bagamanapun Dagun tetap menolak perkembangan tiﬁgkat
agresifitas kera betina vyang dipengaruhi oleh hormon
testosteron tersebut digeneralisasi dengan manusia.

Generalisasi tersebut ditolak sebab menentukan agresifitas

manusia sebagai mahluk budaya,
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dengan seekor hewan yang tidak mengalami sentuhan
kompleksitas budaya dan sistem sosial.

Adapun Klasifikasi vyang bersifat oposisi biner pada
hasil penelitian kedua di atas, memang lazim dipakai oleh
kalangan strukturalis dalam menjabarkan sebuah fenomzna
perbedaan gender yang diyakini sebagai sebuah kelaziman di
setiap fase kesejarahan manusia. Namun, kebanyakan kalangan
feminis berpendapat bahwa fakta perbedaan yang saling
beroposisi tersebut sengaija dijadikan isu untuk
mempertahankan stereo-type (pelebelan negatif) bagi
perempuan, untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap
perempuan.

Kesimpulan kalangan feminis ini bisa diterima mengingat
obyek penelitian tersebut sepenuhnya berupa asumsi
masyarakat. Mengingat, asumsi berkaitan langsung dengan
supra-struktur masyarakat yang sangat terbuka bagi masuknya
pola pemahamanan gender yang bersifat hegemonik. Di sinilah
fatalnya. Seringkali struktur hierarki gender yang timpang,
tidak menjadi bagaian dari kesadaran masyarakat, sebab ada
ideologi tertentu yang mengayomi kepasrahan masyarakat
terhadap sebuah tatanan yang timpang. Proses demikian inilah
yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni.

Dengan demikian, pengikutsertaaan perempuan ke dalam
sample penelitian di atas, tidak bisa dijadikan legitimasi
bagi kesimpulan: perbedaan peran gender dalam perspekcif

sosilogis (sebagaimana hasil penelitian di atas) bisa
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diterima. Sebab kekuasaan hierarki gender vyang didukung
dengan  perangkat hegemoni, akan selalu menghasilkan
kepasrahan struktural. Kepasrahan struktural ini sangat
memungkinkan seseorang (perempuan) wengiyakan penindasan
yang dilakukan secara kultural oleh kelompok sosial dominan.

Di samping itu, penelitian semacam iqéﬁ;ﬁerkesan terlalu
membesar-besarkan perbedaan anatomikal dan alat reproduksi
dengan menyeretnya ke wilayah perbedaan peran sosial gender.
Maka tidak mengherankan bila kalangan Feminisme Radikal men-
ganggap tesis oposisi biner sebagaimana yang dihasilkan oleh
penelitian tersebut, tidak 1lebih dari sebuah propaganda
untuk tetap melanggengkan hierarki kekuasaan maskulin.

Tokoh feminisme radikal seperti Kate Millett --misalnya,
tidak segan-segan menunjuk ideologi patriarki sebagai basis
pandangan oposisi biner yang sangat diskriminatif ircu.

Seperti yang dikutip oleh Rosemarie Tong bahwa:

"Patriarchal ideology exaggerates bioclogical
difference between men and women, making certain that
men always have the dominant, or "masculine", roles and
that women always have the subordinate, or "feminine,"
ones. ™5

("Ideologi Patriarki terlalu membesar-besarkan
perbedaan biologis antara 1laki-laki dan perempuan,
sehingga selalu menimbulkan kesan bahwa laki-laki selalu
berada pada posisi dominan (maskulinitas), dan di sisi
lain perempuan selalu berada pada posisi sub-ordinat
(feminitas) ")

45. Rosemarie Tong, Feminist Thought, Routledge, London 1989, hal.96.
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Di lain sisi, counter wacana yang dilontarkan oleh
kalangan feminisme radikal terhadap pandangan oposisi binexr
ini, bisa dimaklumi sebagai sebuah perlawanan terhadap
kebekuan supra-struktur masyarakat. Ini menjadi sebuah
siasat menuju perubahan sosial (social change). Sebab banyak
kalangan ilmuwan sosial yang meyakini bahwa perubahan sosial
mestinya dilewati dengan terlebih dahulu mencairkan supra-
struktur masyarakat yang terlanjur mapan.g'6

Proses pencairan suprastruktur ini dianggap ampuh untuk
mengembalikan perbedaan anatomikal dan alat reproduksi itu
pada tempatnya. Artinya, Perbedaan yang kodarati itu memang
tidak seharusnya dibesar-besarnya menjadi alasan untuk mele-
galkan perlakuan diskriminatif dan pelebelan negatif bagi
perempuan.

Bila sampai pada toleransi tertentu akhirnya semua
mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda, maka
praktis perbedaan itu hanya ada pada unsur anatomikal yang
sifatnya determinan (sex difference), ini tidak absah untuk
dijadikan pijakan bagi praktek pembedaan relasi gender
(gender wunequalities). 1Ini semata-mata demi menciptakan
sebuah struktur sosial dan kultural yang lebih adil. Sebab

pembedaan peran gender, biasanya selalu melahirkan

ketidakadilan struktural bagi perempuan. Paling tidak

46. Umumnya kalangan ilmuawan sosial tersebut adalah penganut teori Max Weber yang
mengudepankan betapa pentingnya supra-struktur (ide, keyakinan, ideologi) dalam upaya pra-kondisi
menuju perubahan sosial.
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ketidakadilan itu tercermin pada bentuk; diskriminasi/sub-
ordinasi; marginalisasi/doemstikasi; bkeban kerja ganda bkagi
perempuan; stereo-type gender dan violence (kekerasan).

Agar lebih jelas, implikasi ketidakadilan gender
tersebut hendak diurai satu-persatu:
Diskriminasi/sub-ordinasi

Dalam Encyclopedia of Feminism, Lisa Tuttle

mendefinisikan term diskriminasi dengan:

"to treat groups or people differently for Iirrelevant
reason. For example, privileging some one not on basis
of need or merit but because of race, sex or age”:47
(Memperlakukan kelompok atau orang secar berbeda karena
alasan vyang tidak relevan. Misalnya, pengistimewaan
kepada seseorang yang bukan didasarkan pada kebutuhan
dan jasanya, tetapi lebih dikarenakan alasan ras, jeais
kelamin dan umur seseorang)

Pada kasus diskriminasi gender, perlakuan istimewa
kepada golongan sex tertentu (laki-laki), dibarengi dengan
pelebelan negatif (stereo-type) terhadap golongan sex
lainnya (perempuan). Keyakinan bahwa laki-laki lebih pantas
menjadi pemimpin --misalnya, tentu saja image ini tidak akan
pernah terformulasi secara mandiri. Pertama, ia dilindungai
oleh basis ideologi yang melegalkan praktek diskriminasi
tersebut. Kedua, keyakinan sebagaimana disebut di atas
adalah bias yang dilahirkan oleh stereo-type bahwa laki-laki
lebih rasional dibanding perempuan, laki-laki lebih agresif,

lebih tahan terhadap krisis.

47, Lisa Tuttle. Op. Cit. hal. 85.
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Basis ideologi dan stereo-type tersebut tidak hanya
mengayomi praktek diskriminasi gender, ia berdialektika
dengan norma dan sistem sosial sehingga fakta diskriminasi
yang bisa ditipikal sebagai sebuah ketidak-adilan sistem dan
struktur sosial, tertutupi oleh Jjustifikasi common sense
masyarakat bahwa pengistemewaan golongan sek tertentu
dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Hampir tidak ada
celah, sejak lahir seorang bayi sudah dikonstruk untuk
berpola pikir demikian, kemudian dalam batas konsistensi

tertentu kesamaan pola fikir tersebut diikuti oleh

inferiorisasi: sebuah kondisi di mana kelompok sosial
(perempuan) yang secara langsung merasakan perlakuan
diskriminatif, tetapi justru mengakui kondisi

inferioritasnya, dan selanjutnya kelompok ini dengan suka
rela menerima kondisi ini sebagai kenyataan hidup (way of
life).

Karenanya praktek diskriminasi biasanya diikuti dengan
pandangan sub-ordinasi. Sebuah pandangan yang meletakkan
perempuan sebagai fihak kedua (second sex)48. Perempuan
menjadi tidak diperhitungkan dalam percaturan ruang publik
dan perebutan basis ekonomi dalam masyarakat.

Marginalisasi/domestikasi

48. Istilah Second Sex sendiri pertama kali dilontarkan oleh Simone de Beauvoir, yang
mengembangkan filsafat eksistensialisme dalam melakukan analisa terhadap relasi gender. Simone
beranggapan bahwa eksistensi manusia bukan bawaan, melainkan pilihan. Sebab demikian, identitas
diri manusia merupakan hak individu: laki-laki maupun perempuan. Bagi Simone untuk mendapatkan
identitas dirinya seorang perempuan harus menjadi dirinya sendiri (otonom).
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Marginalisasi bisa difahamai sebagail proses peminggiran
partisipasi perempuan di ruang publik (politik, ekonomi,
sosial, budaya). Proses ini menciptakan sebuah situasi di
mana posisi perempuan sangat jauh dari pusat kebijakan
politik, dijauhkan pula dari pusat-pusat kegiatan yang
memiiiki bagis ekonomi, dan dari kegiatan vang berorientasi
pada kebudayaan. Perempuan dikondisikan menjadi kelompok
sosial yang hidup di wilayah pinggir; Jauh dari akses
kekuasaan, akses informasi, akses ekonomi.

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan bisa
dibilang tergolong sangat rendah, meskipun dalam pemilu 1999
kemarin, perempuan memiliki jumlah suara lebih banyak
dibanding dengan laki-laki: 51:49. Namun, jumlah anggota
legislatif yang berjenis kelamin perempuan hanya sekitar 9%
dari jumlah 500 anggota wakil rakyat. Artinya tiap periode
kepempinan Nasional terjadi penurunan proporsi perempuan di
lembaga legislatif. Bila pada periode 1992-1997 lalu,
tercatat ada 62 perempuan (12%), sementara periode 1997-1399
terjadi penurunan 1% menjadi 11% (58 orang), periode kali
ini justru hanya 45 orang yang menjadi anggota dewan. Ini
hanya persoalan kuantitas. Realitasnya, meskipun pada masa
Orde Baru proporsi perempuan di DPR mencapai jumiah
tertinggi sepanjang sejarah (12%), namun suara mereka justru
sama sekali tidak mewakili aspirasi perempuan di parlemen.
Buktinya, agenda-agenda untuk menuntaskan berbegai kasus

kekerasan khususnya penyerangan dan pelecehan seksual
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terhadap perempuan tidak pernah intensif dibahas di meja
Parlemen. Pernahkah DPR secara serius membahas masalah
perkosaan: baik yang terjadi di rumah tangga maupun di ruang
publik? Masalah kesehatan reproduksi, kesehatan anak, dan
pemenuhan kebutuhan gizi malah dianggap cukup sepele menurut
logika dewan bila dibandingkan dengan masalah ekonomi yang
berkaitan dengan krisis moneter. Seperti pepatah: sudah
jatuh tertimpa tangga, perempuan yang duduk di Parlemen,
secara kuantitas maupun kualatis memang tidak
merepresentasikan kondisi obyektif masalah yang dihadapi
oleh perempuan Indonesia.

Tidak terlalu Jjauh berbeda dengan kasus di atas,.
pengusulan calon presiden perempuan juga menjadi masalah
tersendiri di Indonesia, karena dianggap menyalahi adat.
Barangkali semuanya masih ingat, bagaimana pusingnya para
politisi dan tokoh agama dalam menanggapi pencalcnan
Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI IV menjelang
pemilu 1999. Banyak yang masih berpendirian bahwa lahirnya
pemimpin perempuan, bertentangan dengan ajaran agama.
Politisi maupun tokoh agama saat itu memiliki mentalitas
sama, mereka tidak segan mempolitisir dogma-dogma agama demi
sentimen jenis kelamin.

Hal demikian tidak kalah mengenaskannya dengan anggapan
umum masyarakat, bahwa sejatinya perempuan memang tidak
dilarang ikut berpartisipasi aktif di ruang publik, tetapi

yang perlu diingat adalah bagaimanapun posisinya tetap di
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ranah reproduksi: posisi pendamping untuk menunjang prestasi
dan supremasi laki-laki. Seperti anggapan bahwa yang paling
sesuai jadi sekretaris adalah perempuan. Pekerjaan yang
cocok untuk perempuan adalah menjahit dan mengajar karena
memiliki naluri lembut yang sesuai untuk anak-anak. Bagi
sementara kalangan feminis 1liberal, hal demikian dianggap
sebagai logika salah kaprah masyarakat patriarki. Liberal
feminist argue that patriarchal soceity think women ideally
suite only for certain occupation --teaching, nursing, ang
clerking-- and are largely 1incapable of other tasks
--ruling, preaching, and investin9:49

Maka praktis tidak ada pilihan lain yang bisa diperankan
oleh kebanyakan perempuan kecuali ia harus kembali ke
wilayah domestik dan mempertegas peran reproduksinya. Ini
berarti ada struktur kekuasaan vyang terus menerus
memposisikan perempuan berada di wilayah domestik.
Beban Kerja Ganda

Karena marginalisasi dan domestikasi yang dialami
perempuan, konsekwensi logisnya perempuan menerima beban
kerja ganda bila di bandingkan dengan pekerjaan laki-laki.
Perempuan harus menanggung lancarnya kegiatan domestik rumah
tangga. Dari membangunkan anak-anak, memandikan dan
mempersiapkan berangkat sekolah. Menyediakan sarapan buat

keluarga. Mencuci, memasakan, mengepel lantai, membersihkan

49. Rosemarie Tong. Op. Cit. hal. 28.
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halaman, hingga malam harinya --meskipun dalam kondisi vyang
sangat payah-- ia tetap diwajibkan oleh norma sosial untuk
melayani apapun kemauan suami.

Parahnya, pekerjaan yang memforsir energi dan
menghabiskan seluruh waktu perempuan di rumah tersebut,
tidak pernah diakui sebagai sebuah pekerjaan: tetapili justru
dimaknai sebagai '"kewajiban" seorang istri terhadap suami.
Ini karena karena dalam logika Feminisme Marxis: Perempuan
(istri) dan anak-anak adalah bagian dari privat property
yang dikuasai oleh laki-laki (suami).

Stereo-type/sexrole

Stereo-type adalah pelebelan negatif bagi perempuan,
yang melahirkan kesan bahwa struktur ketidak-adilan bias
gender memang layak diterima oleh perempuan. Misalkan adanya
anggapan bahwa perempuan adalah mahluk vyang 1lemah, akan
diikuti dengan pemakluman yang terstruktur bahwa perempuan
memang tidak cocok untuk berkompetesi dalam kegiatan vyang
memiliki basis ekonomi.

Pemakluman demikian berbias pada pembagian kerja
(division of labour) dalam keluarga nuklir. Karena mengaggap
perempuan lemah, maka peran perempuan yang disepakati oleh
masyarakat --melalui proses kultural yang panjang, adalah
memegang sektor domestik dan reproduksi (sexrole) .
Pemakluman demikian mengakibatkan gejala ketidak-adilan
struktural tidak pernah ditangkap dan disadari sebagai

sebuah ketimpangan peran. Masyarakat akan tetap memaklumi
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peran keibuan (motherhood) : semua pekerjaan yang
bersangkutan dengan merawat, mengasuh, mendidik dan
membesarkan anak, sebagai tugas dan kewajiban perempuan.
Lebih tragis lagi, bila pada kondisi kepercayaan tertentu,
pembagian kerja tersebut dihayati sebagai kodrat perempuan.
Hal demikian sangat dipercaya masyarakat Jawa dengan melebnel
jargon 3M bagi perempuan; macak, masak, manak.

Padahal, bila merujuk prinsip Feminisme Liberal yang
menekankan filsafat kebebasan individu, pemakluman
ketimpangan peran ini sama artinya dengan memangkas hak-hak
perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif di ruang publik.
Violence

Violence (biasa diistilahkan dengan: gender related
violence) bisa diartikan sebagai  kekerasan terhadap
perempuan akibat pemahaman gender yang salah. Ini adalah
masalah yang paling serius di antara implikasi ketidak-
adilan gender lainnya. Sebab implikasi violence ini
berkaitan langsung dengan proses inferiorisasi, yakni sebuah
proses yang secara fisik maupun mental berusaha menundukkan
kelompok inferior (perempuan) sedemikian rupa, hingga lahir
kesadaran - bahwa golongan mereka memang inferior, merginal
dan tertindas. Violence ini biasanya dilakukan dengan
cara: invasi (assault) terhadap fisik (perkosaan, penyiksaan
yang mengarah pada organ fital, dan kekerasan dalam rumah
tangga); vyang kedua invasi tehadap mental dan integritas

psikologi perempuan (pelecehan seksual, pelacuran, dan

59



pornografi) .

Secara umum, violence sebagai sebuah gejala sosial,
tidak pernah terlalu dihiraukan oleh masyarakat. Bahkan
pandangan masyarakat awam seringkali tidak mempedulikannya
sebagai sebuah ketidak-adilan dan bentuk penindasan kelas
sosial. Fenomena demikian bisa dibaca dalam banyak sisi
kehidupan sosio-kultural masyarakat kita.

Dalam pola komunikasi media massa --misalnya, berita-
berita yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus perkosaan
(rape) dan penyerangan, jarang --untuk tidak menyebutnya
tidak pernah, ditulis dengan gaya persuasif yang bisa
melahirkan rapa simpati masyarakat dan melahirkan kesadaran
bahwa perkosaaan adalah sebuah tindak a-moral yang wajib
dikutuk. Akibat tehnik penulisan jurnalistik vyang sering
gegabah dalam menanggapi persoalan genderini, yang menjadi
korban justru kebanyakan masyarakat vyang membaca media
massa. Seringkali berita-berita tentang perkosaan malah
dijadikan medium rekreasi imajiner. Ada kesan jelak yang
dihasilkan oleh tehnik jurnalistik yang tidak peka terhadap
persoalan gender, yaitu memaknai perkosaan sebagai kesalahan
perempuan yang dianggap genit dan membangkitkan birahi.
Justru fihak pemerkosa (laki-laki) yang mestinya mendapat
hukuman moral yang setimpal dengan perbuatannya, sama sekali
tidak mendapat cela dari pola pemberitaan media massa.

Hal demikian sangat bertolak belakang dengan pandangan

umum masayarakat perihal pelacuran (prostitution).
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Prostisusi sebagai gejala patoclogi sosial memang terlanjut
identik dengan feminitas, artinya pelacuran dihayati oleh
kebanyakan masyarakat sebagai sebuah prilaku seks
promiskuitas yang mempekerjakan perempuan. Meskipun secara
de facto banyak pelacuran yang memperkerjakan laki-laxi,
namun fenomena yang satu ini tidak pernah dihiraukan oleh
masyarakat. Masyarakat kemudian membabi-buta menghakimi
praktek pelacuran sebagai penyakit/virus yang harus
disingkirkan dari kehidupan sosial. Tidak ada klaim lain
yang bisa dikembangkan oleh kebanyakan pola pikir masyarakat
kecuali memahami pelacuran, kecuali sebagai tindakan a-
susial. bagaimanapun pelacur (perempuan) yang akhirnya
dituding sebagai subyek yang menghancurkan sistem moral,
merusak kebahagiaan keluarga, dan menghancurkan masa depan
generasi muda.

Pola pikir masyarakat hampir tidak pernah bergeser dari
pandangan konvensional tentang pelacuran 1ini. Kepekaan
masyarakat untuk mengkritisi basis ideclogi dan sistem yang
mengayomi paraktek pelacuran, juga tidak pernah terasah.
Usaha untuk meredefinisi praktek pelacuran yang memiliki
inter-relasi dengan proyek kapitalisme global dan provek
developmentalisme negara-negara dunia ketiga, tidak terlalu
singgah di hati masyarakat. Perempuan tetap saja menjadi
aktor yang paling bersalah, karena alasan klise: moralitas.

Padahal praktek prostitusi mutakhir, tidak mungkin lagi

bisa dianalisa dengan sekedar menycdorkan alasan moralitas.

61



Padahal secara genealogis, prkatek pelacuran mutakhir erat
kaitannya dengan jaringan kapitalisme global, devisa negara,
obyek pariwisata dan lain s:ebaginya.gO

Pelacuran akhirnya menjadi obyek fetish: dipuja dan
putuhkan sekaligus dilaknat dan diharamkan. Sebab di satu
sisi, ada sistem vyang mengayomi dan melegalkan praktek
pelacuran karena alasan devisa, pariwisata dan logika
developmentalisme, sedangkan di sisi ada norma dan pandangan
umum masyarakat yang selalu memojokkan pelacur sebagai aktor
yang paling bertanggung-jawab atas rusaknya sistem moral
akibat praktek prostitusi. Peta permasalahan demikian, jelas
tidak pernah menguntungkan perempuan.

Hal yang sama terjadi pula pada pornografi. Di Indonesia
pornografi disikapi secara ambigu oleh masyarakat. Pada
bulan Juli 1999, kasus pornografi menjadi perdebatan yang
menguras konsentrasi masyarakat. Sebut saja nama Sophia
Latjuba yang kebetulan pose hebohnya (setengah telanjang)
dijadikan cover majalah popular. Aksi menentang pronografi
pun merebak, salah satunya dilakukan oleh Aksi. Mahasiswa
Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, pada tanggal 1/7 1999.
Hal ini terjadi karena sebelumnya polisi sudah menjerat
Shopia beserta potografer dan pimpinan redaksi majalah
popular sebagai tersangka kasus pornografi, dengan jeratan

hukum KUHP pasal 282 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

£). Thanh Dam Truong, Seks Uang dan Kekuasaan, LP3S, 1992, hal 10.
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Kasus ini memang agak kontroversial, karena Indonesia
sebagai negara hukum memang tidak memiliki batasan
pornografi, dan kasus pornografi yang wenimpa Sophia
bukanlah satu-satunya yang. Oleh karena itu bagi beberapa
kalangan pers seperti Wina Armada (Pimpinan Umum Tabloid
Power) menganggap persoalan ini bernada politis, dan untuk
memecahkannya dibutuhkan keterbukaan masing-masing fihak.

Dianggap politis karena ada pandangan bahwa kasus
tersebut sengaja dijadikan medium untuk mengalihkan
perhatian masyarakat dari beberapa persoalan yang politik
yang sedang silang sengkarut pada masa rezim B.J. Habibie.
Pada saat yang sama, Habibie memang sedang dalam posisi
terjebit karena dianggap unlegitimate, dan masyarakat
Indonesia sedang menunggu pennetuan kemerdekaan Timot Timur.
Namun apapun perdebatannya, bagi kebanyakan masyarakat
pornocrafi tetap identik dengan Shopia Tatjuba "yang" a-
moral. Perempuan untuk kesekian kalinya tetap tidak
diuntungkan oleh kondisi.F?t

Padahal, dalam logika "perdagangar" tubuh dan aura
perempuan di media massa; film; dan CD, perempuan hanyalah
obyek entertainment. Ada semacam Jjaringan global yang
digerakkkan oleh kekuasaan kapitalisme-patriarkis, untuk
selalu berusaha menjual hasrat perempuan. Meminjam bahasa

Yasraf Amir Piliang: ada prinsip "Sosial-ekonomi libido"

£1. Info Aktual Swara, No: 17, 8 juii, 1999
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yang mempekerjakan hasrat, aura, dan tubuh perer'npuc‘;m..5"2 Ini
mirip dengan konsepsi Feminisme Radikal:Pornography as
sympton and symbol of male-control female sexuality:53

Ketiga persoalan yang diangkat di atas adalah kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersifat wadag, dan
menjadi perdebatan publik. Kekerasan yang terjadi di ruang
privat: keluarga, justru lebih parah dan sedikit sekali
mendapat perhatian masyarakat.

Memang, sejauh ini kekarasan dalam rumah tangga secara
kuantitatif wmemang tidak terlalu spektakuler. Pada tahun
1997, tercatat hanya ada 42 kasus, sedangkan pada tahaun
1998 menurun menjadi 22 kasus, namun sembilan di antaranya
meninggal dunia. Menurut catatan Tabloid SWARA, angka
kuantitatif seperti dicatat di atas tidak akan bisa
berbicara banyak atas fenomena kekerasan yang terjadi daiam
rumah tangga. Ia bagai gunung es, sedikit sekali kasus yang
diketahui masyarakat, sebagian besar tidak terungkap. Data-
data kuantitatif juga tidak bisa menggambarkan penderitaan
perempuan yang menjadi korban.®4

Implikasi ketidak-adilan gender yang disebut terakhir,
lebih merupakan hierarki penindasan (laki-laki terhadap

perempuan), dari pada sekedar gejala sosial. 1Ini karena

£). Yasraf Amir Piliang, Wanita dan Media, Remaja Rosda Karya, 1998, hal. 6.
#3. Rosemarie Tong. Op. Cit. hal. 111.

54, Info Aktual Swara, No: 21, 22 Jjuli 1999,
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kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah sebuah
gejala universal, yang terjadi di setiap negara. Di samping
itu, Dbagi Feminisme Eksistensialis, kekerasan terhadap
perempuan juga erat kaitannya dengan mitos terhadap tubuh
perempuan yang dikuasai oleh laki-laki (kecantikan,
kelembutan) . As civilization developed, men discovered that
one of the best ways to control women is to construct myth a
bout her --myths meant to explain the unexplainable, to
simplify the complex, to rationalize the irrational .5°

Hal ini pernah dibuktikan oleh Pusat Study Wanita (PSW)
UNS 11 Maret. Melalui sebuah penelitian, PSW mengungkapkan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan
mitos kepemimpinan laki-laki. Adanya anggapan bahwa laki-
laki adalah pimpinan keluarga, membawa nilai baru bahwa
laki-laki memiliki hak untuk mengatur seluruh hajat hidup
perempuan (istri). Hal yang sama juga pernah diungkap ol.eh
Rifka Anissa (LSM), yang mengungkapkan tingkat kekerasan
dalam rumah tangga sejalan dengan tingkat kepuasan suami.

Demikianlah, fenomena kekerasan terhadap perempuan
merupakan masalah universal dan bersifat kompleks. Sebab
demikian, ia juga harus ditanggapi dengan gerakan perlawanan
yang sifatnya universal. Dan karena kompleksitasnya, untuk
membedah fenomena ini dibutuhkan perangkat pisau bedah yang

mampu mengklasifikasi berbagai tipe dan jenis kekerasannya.

45. Rosemarie Tong. Op. Cit. hal. 205.

65



Dalam rangka klarifikasi tipe kekerasan, Mansor Fakih
mengkategorikan dua Jjenis kekerasan: berkaitan langsung
dengan agresi fisik; agresi mental dan integritas
psikologis.

Agresi fisik Dbiasa dijumpai pada tipe: perkosaan,
penyerangan dan  penyiksaan. Perkosaan (rape) adalah
pemaksaan untuk mendapatkan pelayaan seksual tanpa izin can
kerelaan yang bersangkutan. Perkosaan dalam perkaw;nan
(marital rape) Jjuga masuk dalam kategori ini. Kedua,
penyerangan dan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga
(domestic violence). Sebagimana diurai di atas, Tipe 1ini
berkaitan langsung dengan mitos kekuasaan laki-laki terhadap
tubuh perempuan. Ketiga, penyiksaan organ kelamin (genital
mutilation). Kasus pembunuhan Marsinah merupakan kategori
tipe tersebut.

Adapun jenis agresi mental biasanya memiliki tipe yang
lebih halus, namun sama-sama mencermin pola penindasan.
Agresi mental Dbiasa dijumpai pada tipe: pelacuran,
pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam Kelurga Berencana,
dan pelecehan seksual (sexual and emotional harrasment):
biasanya berbentuk ucapan dan tuduhan jorok/vulgar yang bisa
menyinggung dan membuat malu di hadapan umum; menginterogasi
seseorang tentang prilaku seksualnya secara ofensif; imbalan
seksual untuk pelayanan jasa; dan menyentuh bagaian tubuh
tertentu (vital) tanpa seizin yang bersangkutan.

II. STUDY ALIRAN
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Berbagai implikasi ketidak-adilan gender sebagaimana
diungkapkan di atas, lebih mencerminkan hierarki penindasan
terhadap perempuan (women's oppression) dari pada sebuah
harmoni --sebagaimana konsep yang diangan-angankan aliran
fungsionalisme-struktural. Term penindasan ini oleh kalanéan
Feminsime Radikal biasanya dianalogkan dengan kekuasaan
patriarkisme. Memang, tidak semua kalangan feminis menerima
hal ini, Feminisme Sosialis termasuk salah satu aliran yang
menolak analog tersebut dengan alasan bahwa term
patriarkisme terlalu membesar-besarkan faktor biologis dalam
menganalisa persoalan gender.

Demikianlah bahwa setiap aliran dalam feminisme memang
tidak pernah sama dalam melihat berbagail persoalan
ketimpangan gender. Ini karena ada basis teori dan ideologi
yang melatar-belakangi lahirnya aliaran-aliran dalam
feminisme. Di samping itu, pertanyaan-pertanyaan konseptual
dan analisa teoritis dalam study feminsime memang banyak
dipengaruhi oleh paradigma dalam ilmu sosial. Sebab
demikian, untuk melihat respon kalangan feminis terhadap
perscalan ketimpangan gender yang mengarah pada bentuk
penindasan, tidak mungkin bisa dipisahkan dengan basis teori
yang melatar-belakangi lahirnya aliran-aliran tersebut.
Inilah dinamika gerakan feminisme: bukan merupakan gerakan

homogen yang dengan mudah diidentifikasi.B®

£6. Tommy F. Awwuy. Op. Cit. hal. 89.
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Adapun paradigma sosiologi yang biasa melatar-belakangi
pemikiran aliran feminisme, terbagi menjadi dua aliran
pbesar: Fungsionalisme-struktural dan Sosial Konflik. Namun
belakangan ini Posmodernisme sebagai sebuah paradigma sosial
juga mempengaruhi lahirnya aliran posmodern dalam feminisme.
Uraian selanjutnya bertugas menjabarkan paradigma yang

melatar-belakangi gerakan feminisme tersebut.

Fungsionalisme-struktural

Paradigma Fungsionalisme-struktural adalah sebuah
pendekatan teori yang meyakini bahwa masyarakat merupakan
kesatuan (sistem) vyang terdiri dari bagian-bagian (unit)
namun saling berkaitan. Sistem tersebut kemudian secara
terus-menerus mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni
di antara satu unit dan unit lainnya. Dalam pendekatan teori
ini agama, pendidikan, struktur politik sampai institusi
keluarga dianggap sebagai unit-unit sosial vyang selalu
berkerja-sama menciptakan kesimbangan dalam rangka menjaga
sebuah harmoni.?”

Secara umum pendekatan teori ini berbasis pada pandangan
bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang plural, sedangkan
keragaman adalah sumber dari struktur masyarakat. Inspiresi
ini kemudian memunculkan terminologi equilibriumitas:

keragaman berdasar fungsi. Artinya, setiap unit sistem harus

%7. Kenneth Thompson, Key Quotations in Sociology, Routledge, hal. 50.
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memempati posisinya dan menjalankan fungsinya dalam logika
keterarturan (social order)ga. Hanya dengan cara inilah
struktur masyarakat akan berjalan secara normal dan
harmonis.

Setiap unit sosial oleh paradigma Fungsionilsme

diharapkan bisa menjalankan empat fungsi yang dijalankan

oleh empat subsistem vyang berbeda. Pertama, fungsi
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial (adaptasi).
Fungsi ini dijalankan oleh sub-sistem ekonomi. Kedua,

masyarakat harus menjalankan fungsinya masing-masing untuk
meraih sebuah tujuan (fungsi tujuan), fungsi ini digerakkan
oleh sub-sistem politik. Ketiga, masyarakat diharapkan bisa
menjalin hubungan harmonis antar unit sosial dan menghindari
gejolak (integrasi), fungsi ini dijalankan oleh subsistem
hukum dan agama. Yang terakhir, semua unit sosial harus
mempertahankan pola integrasi (mempertahankan pola), fungsi
ini yang kemusian dilihkan menjadi tangung-jawab keluarga
dan pendidikan. Sebab demikian, menurut logika
fungsionalisme unit keluarga dan pendidikan menempati elemen
kunci, yang pada gilirannya menjadi institusi yang penting
peranannya dalam proses sosialisasi.

Fungsionalisme adalah aliran normatif dan status gquo.
Ini karena masyarakat --dengan mekanisme konsensus,

dikondisikan untuk selalu berpegang teguh pada apa yang

#8. Kenneth Thompson. Lok. Cit.
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sering disebut dengan common value, vyaitu nilai-nilai atau
norma-norma yang disakralkan. Konsepsi demikian sesuail
dengan pendapat Emile Durkheim (1858-1917) yang menyatakan
bahwa untuk menciptakan keterturan sosial, harus diciptakan
mekanisme tertentu untuk menginstitusionalisasi peraturan
moral, dengan demikian prilaku yang tidak sesuai dengan
peraturan moral akan dengan mudah dikontrol oleh masyarakat
sendiri.59

Talcott Parsons (1902-1979) --orang yang disebut-sebut
sebagai bapak aliran ini, melengkapi pikiran Durkheim dengan
mengemukakan pendapat bahwa pada umumnya individu-individu
dianggap sebagai aktor, namun sebagai aktor, individu tidak
mungkin bisa mengelak determinisme (sistem sosial, ekologi,
keturunan, kondisi biologis, norma, nilai) disekelilingnya,
melalui internalisasi norma dan nilai yang dianut bersama,
maka seorang aktor akan dengan mudah dan secara suka rela
menjalankan fungsinya sesual dengan peran yang
diharapkannya. Maka menurut Parsons praktis, tidak ada unsur
paksaan dalam pendekatan Fungsionalisme ini.

Karena terlalu normatif dalam melihat hubungan unit-unit
sosial, aliran ini cukup tumpul dalam menganalisa
kecenderungan sistem yang bisa mereduksi kemerdekaan
individu-individu. Hal ini tercermin dalam kemapanan

pandangan Fungsionalisme dalam melihat hubungan antara laki-

#9. Tom Campbel, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1997, hal.179.
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laki dan perempuan. Fungsionalisme tidak pernah menganalisa
dimensi kekuasaan yang berpengaruh pada ketataan sosial.
Sebab demikian, aliran ini melihat hierarki kekuasaan laki-
laki terhadap perempuan sebagal sesuatu yang normal dan
sehat. Jika perubahan dalam hubungan yang hierarki ini ticdak
terelakkan, maka fungsioralisme memberi opsi perubahan yang
tidak mengganggu stabilitas (reformasi yang terkontrol).
Kerangka berfikir demikian, yang kemudian mempengaruhi
lahirnya aliran Feminisme Liberal: sebuah aliran yang
memakai filsafat kebebasan individu, otonomi dan persamaan
sebagai basis gerakannya. Namun lahirnya aliran ini juga
berawal dari kritik para aktifis feminisme terhadap teori
politik liberal yang dikembangkan John Lock, dianggap tidak
mengikutsertakan perempuan dalam jargon natural right,
nkebebasan" individu dan persamaan.60
Sebagaimana basis filsafat natural right, aliran ini
tetap mengangkat tema kebebasan (freedom) dan persamaan
(equality) sebagai bahan kampanyenya. Perhatian aliran ini
lebih banyak dicurahkan pada masalah kesamaan kesempatan
(oppotunity) dan hak (right) antara laki-laki dan perempuan.
Tni karena aliran ini menganggap bahwa perempuan juga mahliuk
rasional sebagaimana laki-laki, yang tidak seharusnya

diperlakukan secara berbeda.

Karena terlalu berkonsentrasi pada tema-tema kebebasan,

&0. Rosemarie Tong. Op. Cit. 12.
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salah satu kelemahan aliran Femiisme Liberal adalah tidak
pernah mempertanyakan diskriminasi gender yang disebabkan
oleh ideologi patriarki di satu sisi, dan sistem kapitalisme
yang dianggap mengayomi struktur penindasan terhadap
perempuan di sisi lain. Para feminis 1liberal menganggap
persoalan keterbelakangan dan penindasan perempuan lebih
merupakan kesalahan perempuan sendiri, karena kebanyakan
mereka memang tidak memacu diri untuk bisa bersaing dengan
lawan jenisnya.

Sebab demikian, gerakan mereka lebih diutamakan pada
usaha-usaha untuk memacu prestasi perempuan agar bisa
bersaing dalam memperebutkan kesempatan berpartisipasi di
dunia publik dan produksi. Di samping kebanyakan mereka
--khusunya yang berada di negara Dunia Ketiga, tetap
mengusahakan program-program Perempuan dalam pembangunan
(Women in Development), "yaitu sebuah program intervensi
guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan
dan ketrampilan serta kebijakan yang dapat meningkatkan
kemampuan perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam
pemloanc_:;mnan"."5’l

Istilah WID sendiri lahir dari pertemuan Commission on
the Status of Women berkerja sama dengan Social Development
Commission (1972) yang mengusulkan pembentukan komisi Women

41. Marianne H. Marchand dan Fane L. Parpart, Feminism/Postmodernsm/Developmentaiism,
routledge, hal. 32.
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in Development dalam setiap pertemuan internasional yang
membicarakan persoalan-persoalan pebangunanisme di negara-
negara Dunia Ketiga. Lahirnya usulan pembentukan komisi WID
tersebut dipengaruhi oleh beberapa pemikiran yang menganggap
proyek developmentalisme yang dikembangkan oleh ilmuwan-
ilmuwan sosial Amerika Serikat selama kurun waktu 1949-1966,
telah dianggap gagal mengangkat martabat perempuan di negara
Dunia Ketiga.

Melibatkan perempuan pada sistem pembangunan sebagaimana
yang dikehendaki oleh program WID, bukan berarti tanpa
masalah. Bagi kalangan Feminisme Sosialis dan Feminsime
Radikal, program WID merupakan pengingkaran atas rakar
penindasan dan keterbelakangan yang dialami oleh perempuan.
Sebab menurut logika kedua aliran ini, akar penindasan
tersebut tidak 1lain adalah sistem developmentalisme yang
memacu pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada akumulasi
modal dan promosi eksport. Dengan melibatkan perempuan dalam
logika developmentalisme, berarti sama dengan membiarkan
perempuan lebih terperangkap dalam sistem penindasan, sebab
logika developmentalisme tidak pernah memberi kesempatan
bagi perempuan untuk membangun produksi domestik, malah
menciptakan berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi . é2

Teori Sosial Konflik (Social Conflict theory)

Teori sosil konflik merupakan alternatif atau bahkan

&2. Marianne H. Marchan. Op. Cit. hal. 29.
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antagonistik dari Fungsionalisme. Pandangan pokok teori ini
adalah adanya kepercayaan terhadap sistem kekuasaan yang
dimiliki oleh  masyarakat. Sebuah masyarakat menurut
pandangan teori ini, selau terpolarisasi menurut hierarki
kekuasaan tersebut. Sebab demikian, konflik merupakan
sesuatu yang biasa terjadi dalam rangka perebutan posisi dan
hubungan antar unit-unit yang ada dalam masyarakat.

Karl Marx (1818-1883) tokoh yang mengembangkan aliran
ini, pertama kali mengasumsikan relasi sosial sebagai
karakteristik vyang tersistem, namun pola relasi sosial
menurut Marx sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan
pribadi atau golongan. Sebab demikian sistem sosial selalu
melahirkan apa yang dsebut dengan konflik. Dalam pola relasi
yang penuh dengan kepentingan tersebut, konflik merupakan
sebuah keniscayaan, sebab hanya dengan jalan ini perubahan
sosial bisa dibuahi. Kerangka pemikiran teori konflik ini
kemudian banyak diambil sebagai basis pemikiran aliran-
aliran feminisme: Feminisme Radikal, Feminisme marxis, can
Feminisme Sosialis.

Feminisme Radikal adalah aliran feminisme yang
mengembangkan analisa ketertindasan perempuan pada basis
ideologi patriarkisme. Para aktifis aliran ini mengaggap
akar ketertindasan tidak lain adalah perbedaan biologi yang
dibebani oleh mitos-mitos di seputar perbedaan seks. Karena
alasan biologi, maka menurut aliran ini kaum laki-laki

secara biologis maupun politis merupakan akar permasalahan
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dari serangkaian bentuk penindasan terhadap perempuan.

Karena terlalu terbebani oleh ideologi Maskulinitas:
persaingan dengan laki-laki, aliran Feminisme Radikal
mengambil pola gerakan yang cenderung subyektif, yakni
memasrahkan gerakan pembebasan dari struktur penindasan
kepada individu-individu. Aliran Ini berkeyakinan bahwa
revolusi (perubahan sirkular yang membalik struktuf
penindasan) terjadi manakala individu (perempuan) sucdah
berhasil wmenguasai berbagai keterbatasan biologis yang
diciptakan oleh sistem kultural dan merubah pola relasi
dengan kaum laki-laki. Landasan berfikir demikian tentunya
bisa dimaklumi sebagai sebuah usaha wuntuk meyakinkan
masyarakat bahwa "pembedaan" perempuan dan laki-laki vyang
cenderung biologis-centris, sebenarnya sudah saatnya
dianggap irrasional. Ini karena aliran Feminisme Radikal
sendiri lahir sebagai sebuah reaksi dan perlawanan terhadap
sexism: diskriminasi berdasr pada jenis kelamin, yang sedang
marak di Barat pada dekade 60-an.

paradoks dengan Feminisme Radikal, aliran Feminisme
Marxis justru lahir sebagai sebuah alternatif pemikiran yang
dikembangkan dari kerangka teori konflik. Aliran Feminisme
Marxis sudah meninggalkan alasan biologis yang dianggap
sebagai akar terjadinya penindasan terhadap perempuan
--sebagaimana yang dipakai oleh kalangan Radikal, namun bagi
mereka akara penindasan adalah berawal dari penindasan kelas

dalam hubungan produksi.
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Dalam logika aliran Feminisme marxis, penindasan
terhadap perempuan hampir tidak ada sangkut pautnya dengan
kaum laki-laki maupun  budaya patraiarki. Penindasan
perempuan menurut mereka berakar dari sistem eksploitasi
yang bersifat kultural. Sebab demikian mereka menunjuk
sistem kapitalisme sebagai akar permasalah penindasan 1ini.
Maka untuk menjawab persoalan ketertindasan dan
keterbelakangan perempuan, kalangan feminis Marxis
menawarkan perlawanan terhadap struktur kelas (hierarki),
sebab menurut mereka hanya dengan jalan merubah struktur
kelas --yakni dengan cara revolusi, sehingga hubungan laki-
laki dan perempuan pada gilirannya tidak lagi diwarnai oleh
hierarki penindasan.

Baik aliran Feminisme Radikal maupun Feminisme Marxis,
kuduanya sama-sama mengambil pernagkat analisa yang timpang
dalam melihat persoalan ketertindasan ini. Feminisme Radikal
terlalu berkonsentrasi pada ideologi Maskulinitas, dengan
sendirinya gerakan mereka mereduksi existensi sistem sosial
yang erat kaitannya dengan struktur penindasan. Begitu pula
sebaliknya, Feminisme Marxis yang meletakkan dasar
perlawanan terhadap struktur kelas, juga mereduksi Feminitas
yang dalam beberapa hal juga tidak bisa dipungkiri memiliki
pengaruh yang sangat besar dalam hierarki ketertindasan.
Karena berbagai kekurangan tersebut, lahirlah aliran ketiga
dalam feminisme: Feminisme Sosialis. Kelahirannya lebih

bersifat mutualisme, mengambil peran penengah dari berbagai
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persepsi penindasan yang sudah dikembangkan kedua aliran
sebelumnya.

Inti pemikiran aliran Feminisme Sosialis adalah berupa
sintesa dari analisa kelas yang dipakai oleh Feminisme
Marxis dan ideologi maskulinitas yang diterapkan oleh
Feminisme Radikal. Aliran ini menolak visi Marxis klasik
yang meletakkan eksploitasi kelas sebagai akar penindasan
gender. Sebaliknya, feminisme tanpa analisa patriarkisme
juga menimbulkan masalah baru. Maka, yang paling penting
adalah bagaimana mengawinkan analisa kelas dan patriarkisme
tersebut. Sebab demikian kritik terhadap struktur kelas
harus diikuti oleh kritik ketidak-adilan gender vyang
diakibatkan oleh dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Feminisme Sosialis beranggapan bahwa penindasan bukan
akibat dari perbedaan biologis maupun kultur patriarki,
tetapi lebih merupakan persepsi dan image yang dikembangkan
atas perbedaan biologis tersebut. Ketidak-adilan juga bukan
disebabkan oleh kegiatan produksi dan reproduksi sebagaiamna
yang diyakini oleh kalangan Feminisme Marxis, namun lebih
merupakan konstruksi sosial. Sebab demikian, seharusnya yang
perlu dilawan adalah konstruksi visi dan ideologi vyang
mengayomi berbagai struktur ketidak-adilan dan penindasan
terhadap perempuan.

Sebenarnya masih banyak aliran dalam feminisme, namun
kiranya tidak mungkin bisa disuguhkan dan dibahas secara

keseluruhan dalam tulisan ini. Sebut saja aliran Feminisme
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Eksistensialis yang mengembangkan analisa gender dari basis
teori eksistensialisme, begitu pula aliran Féminisme
posmodern yang memakail filsafat posmodernisme untuk
menganalisa persoalan-persoalan ketimpangan gender. Aliran
yang terakhir marak disebut-sebut adalah eco feminisme, yang
dikembangkan oleh Vandara Shiva dari India dan Maria Mies
dari Jerman. Aliran lain dalam feminisme yang mengambil
basis pembesan terhadap tafsir-tafsir dogmatika agama,
alirar. ini biasa dikenal dengan teologi pembebasan.

Demikian tema-tema ketertindasan tersebut ditanggapi
secara berbeda oleh masing-masing aliran dglam feminisme.
Karena dilatar-belakangi oleh 1landasan filsafat vyang
berbeda, berbagai analisa dan persepsi yang dikembangkan
oleh masing-masing aliran memilih sistem analisa yang tidak
sama. Namun ini tidak bisa dianggap simpang siur, sebab
betapapun perbedaan itu mencolok di antara masing-masing
aliran, namun tujuan dan target mereka sebenarnya hanya
untuk mengangkat bergining posisi perempuan dalam relasinya
dengan sistem dan struktur sosial maupun laki-laki.

III. WACANA GENDER DAN PERANGKAT HEGEMONI

Meskipun semua aliran feminisme pada dasarnya beruszha
merespon bentuk penindasan dalam melakukan analisa sosial
berkaitan dengan persoalan gender, namun "term" penindasan
sendiri masih sering difahami secara minor dan cenderung
berlebihan. Alasanya sederhana saja, bahwa kebanyakan

perempuan memang tidak merasa sedang ditindas oleh laki-laki

78



maupun oleh sistem dan struktur sosial. Lalu, para analis
gender mengembangkan persepsi bahwa term ketertindasan tidak
selalu bisa disesuaikan dengan kondisi 1lokal, menurut
argumentais mereka, bisa jadi term ketertindasan ini hanya
propaganda dan pengalaman feminis 1liberal di Eropa,
sementara bila analisa ketertindasan ini dipaksa dipakai di
tinqﬁatan lokal, maka hal demikian dianggap a-historis.
Bebe?apa analis feminisme di Indonesia cenderung tidak mau
memakai term penindasan karena ada kesan relasi gende£ yang
terlalu dibesarbesarkan. Ratna Megawangi adalah salah satu
tokoh yang merepresentasikan penolakan tersebut, menurutnya
devision of labour atau penempatan perempuan di wilayah
domestik tidak bisa dikategorikan sebagaili penindasan, sebab
dalam kerangka keteraturan sosial, pembagian wilayah kerja
demikian dianggap fungsinal, di samping perempuan secara
kondrati sebenarnya cocok untuk kegiatan-kegitan reproduksi
dan domestik. Dan kebanyakan perempuan memang menerlﬁa
kondisi tersebut secara suka rela.68

Kondisi inilah yang kemudian memaksa penulis untuk
memasukkan analisa hegemoni dalam diskursus gender. Sebab
seringkali ketertindasan tidak pernah disadari sebagail
sebuah ketidak-adilan karena terdapat sistem hegemoni yang
mengayomi struktur penindasan tersebut. Namun sebelum

63. Ratna Megawangi, Membiarkan berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender,
Mizan, 1999, hal. 53.
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menyuguhkan sistem hegemoni tersebut, sebaiknya ada ulasan
yang secara dialogis bisa menjabarkan keterikatan sistem
hegemoni dan struktur ketertindasn.

pada awalnya, term penindasan ini memang sangat populer
di kalangan feminis Marxis yang secara terang-terangan
membunyikan genderang perlawanan terhadap struktur ocan
sistem kapitalisme, yang menurut logika mereka menciptakan
penindasan berangkal antara majikan-buruh; buruh-perempuan
(fatari) .

Konsep yang paling ditentang oleh aliran ini, adalah
masalah kepemilikan pribadi (privat property) dan lembaga
perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi kepemilikan
pria terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. Ide-ide Marx
yang diformulasi Freidrick Engels dalam bukunya Origins of
Family: Privat Property and the State (1884) menceritakan
hal hierarki penindasan yang diakibatkan oleh kepemilikan
pribadi. Awalnya, Engels mengkritik pemisahan ruang publik
dan privat yang diciptakan oleh industrialisasi. Hal ini
--menurut Engels, tentu saja menguntungkan fihak laki-laki
yang sudah mengadaptasi kebiasaan bekerja di ruang publik
sejak masa agraris. Padahal, pekerjaan di ruang publik ini
yang memiliki basis material, sedangkan pekerjaan di ruang
privat tidak menjanjikan hal itu. Kondisi demikian yang pada
gilirannya memposisikan laki-laki (suami) menguasai
sepenuhnya basis material yang ada dalam keluarga.

Sebagaimana yang tertuang dalam teori Materialist-
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determinism Karl Marx bahwa budaya dan masyarakat berakar
dari basis material (ekonomi), maka suami --sebagai fihak
yang menguasai basis material tersebut, merupakan cerminan
kaum borjuis dalam keluarga, sedangkan istri sebagail
cerminan kaum proletar yang dieksploitasi. Bahkan dalam
kondisi seperti ini istri dan anak-anak menjadi "barang"
kepemilikan suami. Posisi istri di rumah tidak lebih baik
dari seorang "budak". Ia harus mengurusi semua kegiatan
privat dan reproduksi.

Untuk bisa keluar dari lingkaran ini, Marx menawarkan
solusi yang agak utopis yaitu merubah struktur masyarakat
kapitalis menjadi sosialis --sama rata sama rasa. Karl Marx
menganggap bahwa perubahan sosial hanya bisa ditempuh
melalui perubahan infra-struktur yang ada dalam masyarakat.
Sebab bagi Marx, hanya eksisitensi sosial (sistem dan
infrastruktur) yang bisa menentukan kesadaran masyarakat.
"Tt is not the consciousness of men that determines their
existence, but, on the contrary, their social existence
determines their consciousness”.64

Untuk melakukan perubahan, baik Marx maupun Engels
terlalu berkonsentrasi pada sistem dan struktur sosial yang
mengayomi sebuah penindasan. Ini tentu saja wmereduksi
kemampuan dan peran individu-individu dalem sebuah proses

perubahan. Kelatahan demikian yang membuat teori-teori Marx

&4. Rosemarie Tong. Op. Cit. hal. 40.
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terlalu utopis wuntuk bisa diadaptasi dalam pengalaman
empiris. Marx maupun Engels barangkali juga tidak menyadari
bahwa penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, ticdak
selalu dilakukan dalam kerangka dominasi (dominio) dan
paksaan (coercion), ada methode lain yang dalam sejarahnya
lebih ampuh menundukkan gejolak perlawanan perempuan
terhadap penindasan, methode itulah yang discbut "hegemoni"
(kepemimpinan intelektual dan moral) .®®>

Konsep '"hegomoni" yang diperkenalkan oleh Antonio
Gramsci (1891-1937) memang memiliki korelasi langsung dengan

66

konsep ‘'"negara" Upaya teoritis vyang dilakukan oleh

Gramsci bisa dimaknai sebuah produk untuk mencari kotrelasi
antara teori dan praktek dalam Marxisme®”. Meskipun
demikian, konsep ini biasa diadaptasi dalam diskursus

gender, untuk menjelaskan bagaimana melakukan proses

penyadaran terhadap perempuan dari belenggu hegemoni relasi

gender, sehingga 1ia bisa menjadi dirinya sendiri --bukan
cerminan proletariat seperti yang dibangun oleh
industrialisasi.

Konsep Gramsci tentang hegemoni bisa dibaca dari ulasan-

ulasan yang ditulisnya dalam the Prison Notebooks. Dalam

5. Kenneth Thompson. Op. Cit. hal. 64.

46. Nezar Patria dan Andi Arief, Antoni Gramsci: Negara dan Hegemoni, Pustakan Pelajar, 1999,
hal. 112.

&7. Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar-Insist, 1999, hal 34.
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terminologi yang mudah difahami Gramsci menjelaskan konsep
hegemoni sebagai "intelectual and moral leadership". Secara

lengkap ia mengungkapkan:

n...That supremacy of a social group manifests
itself in two ways, as "domination" and as "intelectual
and moral leadership". A social group dominate
antagonistic groups, which it tends to ligquidate or to
subjugate perhaps even by armed force; it leads kindred
ang allied groups. A social group can, indeed  must,
already exercise 'leadership' befora winning govermental
power (this indeed is one of the principal conditions
for the winning of such power); its subssequently become
dominant when it exercises power, but even if it holds
it firmly in 1its grasp, it must continue to 'lead' as
well.

(...Bahwa supremasi kelompok sosial termanifestasi
dalam dua cara, pertama dengan "dominasi" dan dengan

cara "kepemimpinan intelektual dan moral". Sebuah
kelompok sosial mendominasi kelompok lain yang dianggap
antagonistik, dengan kecenderungan berusaha
menghilangkan atau menundukkan, bahkan dengan

mengerahkan kekuatan militer gsekali; di sisi 1lain,
kelompok sosial juga harus memimpin kelompok -kelompok
sekutu. Sebuah kelompok dominan bahkan harus sucah
menerapkan 'kepemimpinan' sebelum memangkan kekuasaan
pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu
dari sekian banyak sarat untuk memenangkan kekuasaan).
Kelompok sosial dominan kemudian menjadi dominan ketika
mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan ketika ia telah
memegang kekuasaan secara penuh di tangannya, ia tetap
harus terus 'memimpin'.)

Dari teks di atas, Gramsci meletakkan dasar pemikiran
hegemoni sebagai sebuah kepemimpinan moral yang mengiringi
sebuah kekuasaan. Kekuasaan tersebut dijalankan secera

68. Kenneth Thompson. Loc. Cit.
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konsisten kepada kelas sekutu lebih-lebih kepada kelompok
antagonis. Yang paling utama dari konsep hegemoni adalah
adanya seperangkat infra-struktur yang dijadikan media untuk
melakukan inferiorisasi: sebuah proses penundukan dan
pengasingan secara konsisten terhadap kelompok mingritas,
sehingga menghasilkan sebuah kesadaran baru (kegsadaran yang
diciptakan) bagi kelompok minoritas, bahwa tidak ada pilihan
lain bagi mereka kecuali mengamini kondisi inferior yang
sengaja diciptakan untuk mereka.

Tidak terkecuali dalam relasi gender, konsep hegemoni
diadaptasi sedemikian rupa, sehingga --dengan pola seperti
yang sudah dijelaskan, perempuan pada akhirnya menerima
kondisi ketertindasan dengan tanpa syarat. Kebanyakan
perempuan menikmati ketertindasan tersebut karena alasan
adanya kesadaran baru --yang diciptakan-- bahwa secara
kodrati mereka memang inferior dan layak menerima perlakuan
yang diskriminatif.

Dalam kerangka Dberfikir seperti ini, penindasan
--bagaimanpun halusnya-- tetap merupakan penindasan. Dengan
menyuguhkan alasan bahwa fihak yang tertindas menerima
ketertindasan itu secara suka rela, bukan berarti bisa
menggugurkan thesis bahwa perlakukan yang diskriminatif
terhadap perbedaan jenis kelamin tetaplah bernama
penindasan.

Demikianlah logika ketertindasan perempuan itu tidak

pernah bisa dipisahkan dengan sistem hegemoni dan inter-
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relasi sistem kekuasaan. Kompleksitas diskursus gender bukan
semata-mata karena persoalan mitos-mitos yang diciptakan
untuk mengiringi perbedaan kelamin manusia. Namun lebih
disebabkan oleh relasi perbedaan kelamin yang kodrati
tersebut dengan berbagai sistem kekuasasan yang deterministik

(negara, kapitalisme, patriarkisme).

B. MEMAHAMI PENDIDIKAN SEBAGAI BENTUK PENINDASAN
I. KONFORMISME-DEVELOPMENTALIS PENDIDIKAN NASIONAL

Terminologi pendidikan sebagaimana yang dirumuskan oleh
pemerintah dalam UU nomor 2 tahun 1989, adalah "usaha sadar
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang
akan datang”.

Setidaknya rumusan tersebut menyiratkan pandangan yang
komprehensif mengenai target pendidikan Nasional. Ia
menyangkut : kesadaran mengelola ranah affeksi (bimbingan) ;
kognisi (pengajaran); psikomotorik (latihan) peserta didik.
Namun rumusan di atas secara tersembunyl juga menyiratkan
kepentingan politis yang menjadi hidden target bagi negara.

Hidden target itu --sebagaimana lazim vyang selalu
menjadi bahan kritikan para pakar pendidikan-- berkaitan
dengan usaha menjadikan pendidikan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari proyek developmentalisme yang dianut oleh

negara. Setidaknya hal ini bisa disimak dari praktek
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pendidikan nasional pada masa Orde Baru terutama pada masa
PJP (Pembangunan jangka Panjang) II.

Kalimat Menyiapkan peserta didik dalam UU di atas,
merujuk pada usaha negara untuk menjadikan produk pendidikan
sebagai pendukung proyek industrialisasi. Kebijakan link and
Match yang dicanangkan Wardiman Djoyonegera pada tahun 1994,
adalah merupakan gambaran konkrit dari wusaha ini. Link
(keterkaitan) and Match (kesepadanan) adalah sebuah rangcang

bangun konsep pendidikan yang lebih berorientasi mencetak

peserta didik siap pakai. Anak didik kemudian dianggap
sebagai sumber daya --disamakan dengan sumber daya lain
(alam), vyang sah dimanfaatkan, bahkan dalam prakteknya

sering dieksploitasi, demi tuntutan pembangunanisme .

Link and Match sebagai sebuah konsep pendidikan yang
berlandaskan pragmatisme memang tidak mungkin bisa disikapi
dengan sebelah mata, begitu juga sebaliknya bahwa kita tidak
bisa menutup sebelah mata terhadap praktek pendidikan yang
mereduksi berbagai potensi kemanusiaan peserta didik. Namun,
gagasan Wardiman ini sungguh-sunggu merupakan representasi
dari pembangunan ekonomi di Indonesia yang dalam banyak hal
menyepelekan  essensi kemanusiaan. Dalam konteks ini
pendidikan secara maksimal diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang mengutamakan
perekenonomian sebagail penentunya. Fungsi pendidikan
kemudian lebih banyak dihabiskan di sektor reproduksi:

menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan demi mencet.ak
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tenaga kerja yang sudah dikondisikan untuk siap pakai.

Sebagaimana yang diklaim oleh Anita Lie bahwa logika
yvang kemudian dipakai dunia pendidikan Nasional berkaitan
dengan program Link and Match adalah logika komformisre-
developmentalismeég, Ia merujuk pada pembagain kurikulium
yang dikonseptualisasi oleh Alan Glatthorn ketika menyoroti
perkembangan kurikulum di Amerika Serikat selama kurun waktu
100 tahun. Menurut Glatthorn, secara garis besar
perkembangan kurikulum di Amerika Serikat terbagi menjadi
enam fase: keilmuan akademis, fungsionalisme progresif,
Komformisme developmentalis, strukturisme ilmizah,
radikalisme romantis, dan konservatisme privatistik. Dari
keenam perkembangan ini, Anita Lie menilai bahwa
perkenbangan xurikulum di Indonesia sejak diterapkannya
konsep Link and match, mirip atau dapat dikategorikan dengan
fase komformisme developmentalis sebagimana yang perrah
diadaptasi di Amerika pada pasca Perang Dunia II.

Konsep konformisme developmentalis sendiri disindir
sebagai sebuah model kurikulum yang berperan menjaga status
quo. Sebab demikian, muatan kurikulum lebih banyak
menekankan pengetahuan dan ketrampilan praktis yang secara
langsung berguna bagi siswa. Kurikulum disusun semata-mata
berdasar pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang

warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

49. Jurnal Gerbang, eLSAD, Vol. 06, No.03, 2000
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Dengan tidak menutup mata bahwa kebijakan Wardiman
memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penting:
persaingan global, dan realitas perekonomian masyarakat
Indonesia vyang tingkat kesejahteraannya mendesak untuk
dijawab, tetapi memaksakan pendidikan wmenempati fungsi
"reproduksi" demi menjamin target-target kapital bukanlah
solusi yang tanpa resiko. Paling tidak kebijakan tersehut
mereduksi essensi dari tujuan pendidikan itu gsendiri.
Melalui proses pembelajaran yang konsisten sejak di level
Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi, peserta didik
telah terbiasa digiring pada pola dan struktur berpikir
pragmatis: antara siap pakai dan tidak. Target keberhasilan
pendidikan akhirrya hanya ditentukan oleh dua pilihan
pragmatisme di atas.

Praktek pendidikan kemudian cenderung bersifat
ideologis. Atau paling tidak, pendidikan menjadi bagian dari
sistem ideologi yang dikehendaki oleh negara. Pendidikan
yang mulanya diniatkan menghargai akal sehat, dalam
kenyataan terlalu dibebani oleh pesan-pesan ideologis yang
seringkali bertentangan dengan essensi pendidikan itu
sendiri. Hal demikian tercermin dalam sistem kurikulum yang
tidak lagi memuat berbagai disiplin keilmuan secara
obyektif. Kurikulum dipolitisir sedemikian rupa sehingga
pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik bukanlah
pengetahuan yang obyektif, tetapi pengetahuan yang sarat

dengan dominasi dan hegemoni budaya.
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II. KONFORMISME-DEVELOPMENTALIS: SEBUAH PANDANGAN ARKEOLOGIS
Sebagai sebuah konsep pendidikan, komformisme-
developmentalis memang tidak pernah berdiri sendiri. Ada
serangkaian inter-relasi yang turut mempengaruhi dan
memperkokohnya. Namun sebelum mengungkap inter-relasi
tersebut, penulis terlebih dahulu akan menyuguhkan causa
(setting) yang melatar-belakangi lahirnya kebijakan Wardiman
Djojonegara selaku Mendikbud dalam Kabinet Pembangun VI.

Kesenjangan antara peledakan angkatan kerja dan
sempitnya dunia kerja, merupakan satu-satunya appologi yang
menjadi kunci jawaban Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dalam menaggapi berbagai kritikan di seputar kebijakan Link
and Match. Namun hal ini masuk akal sebab pada dekade 90-an,
Indonesia memang mengalami peledakan angkatan kerja, yang
tidak bisa ditampung dalam lapangan kerja. Ini bisa dibaca
dari catatan BPS pada tahun 1990 yang menyebutkan banawa
tidak kurang dari 2,7 juta angkatan kerja Indonesia yang
membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada tahun yang sama
tercatat 0,3% lulusan Sekolah Dasar yang menganggur, 4,3
Julusan SLTP dan 12,8 % lulusan SLTA, sementara sekitar 8,7
¢ Julsan PT juga mengalami nasib sama: menganggur.

Hanya ada dua jawaban yang bisa dikembangkan untuk
menjabarkan persoalan di atas. Pertama, peledakan angakatan
kerja terdidik hanyalah konsekwensi dari rendahnya out put
pendidikan yang tidak segera di atasi oleh pemerintah.

Kedua, Lapangan pekerjaan memang tidak sebanding dengan
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peledakan angkatan kerja. Namun opsi pertama akan gugur
dengan sendirinya, bila kita mencermati dan membandingkan
angka pengangguran lulusan Sekolah Dasar dan lulusan SLTA
atau PT. Apakah kualitas angkatan kerja tetap menjadi
persoalan kunci atas masalah pengangguran, sementara angka
pegangguran lulusan Sekolah Dasar jauh lebih kecil
dibandingkan dengan yang lainnya. Di sinilah ironinya, bahwa
kebijakan Link and Match terlanjur salah dalam membidik
persoalan pengangguran di Indonesia. Pengangguran selalu
dikaitkan dengan kualitas pendidikan. Padahal secara de
facto tidak demikian adanya.

Kiranya lebih masuk akal manakala hal pengangguran
diberi jawaban alternatif kedua: lapangan kerja tidak bisa
menampung peledakan angkatan kerja. Pada waktu 1itu,
Depdikbud nampaknya tidak mau memberi pilihan jawaban kedua,
sebab jawaban yang terakhir lebih berpesluang menghadirkan
kesadaran baru bagi masyarakat yang selama kurun waktu 25
tahun telah dilelapkan oleh janji-janji proyek
developmentalisme negara. Bila jawaban yang terakhir
diberikan, konsekwensinya masyarakat akan dengan Kkritis
mempertanyakan fenomena pengangguran dan korelasinya dengan
kenaikan GNP, pengangguran dan kerelasinya dengan sumker
kekayaan alam yang dikuasal negara, pengangguran dengan
kontrak proyek-proyek industri asing, dan lain sebagainya.
Bagaiwrana mungkin negara yang memiliki kekayaan alam yang

melimpah ruah, tidak bisa menanggulangi peledakan angkatan
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kerja yang nota bene berpendidikan tinggi.

Semua memahami, bahwa dalam logika totalitarianisme
sebagaimana yang diterapkan oleh Orde Baru, Departemen-
departemen pemerintahan --termasuk di dalamnya Depdikbud--
hanyalah kepanjangan tangan dari kekuasaan rezim yang tidak
pernah mau diganggu kemapanan kekuasaannya. Dalam konteks
ini, konsep komformisme-developmentalis ternyata tidak hanya
mereduksi praktek pendidikan dari essensinya, lebih jauh
konsep ini merupakan kedok kekuasaan beserta ideologil yang
dianutnya, demi mengkondisikan peserta didik dan masyarakat
pada umumnya untuk selalu tunduk terhadap kepemimpinan moral
dan intelektual (hegemoni) negara, yang dijalankan di
wilayah pendidikan.

Sebagai sebuah konsep, konformisme-developmentalis juga
tidak Dbisa terpisah dari Dbasisnya: developmentalisme
(pembangunanisme) . Secara global, konsep developmentaligme
ini merupakan gagasan pembebasan masalah Xkemiskinan dan
keterbelakngan negera-negara Dunia Ketiga. Sebagai sebuah
teori, developmentalisme terlanjut dipercaya oleh berjuta-
juta rakyat di negara-negara terbelakang mampu membebaskan
lilitan kemiskinan yang terus menerus menghantui mereka.

Developmentalisme kemudian tidak hanya identik dengan
moderisme, term ini bahkan sudah mengambil peran yang sama
dalam beroposisi biner tarhadap apa yang sering disebut
dengan tradisionalisme. Tradisionalisme oleh logika ini

dianggap sebagai penghambat kemajuan, sebab demikian 1ia
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harus disingkirkan. Namun demikian propaganda-propaganda
developmentalisme tidaklah selalu bersih dari unsur politis
dan ideologis.

Dalam menjabarkan pengaruh WID di negara-negara dunia
ketiga, Masour Fakih menelanjangi konsepsi developmentalisme
sebagai respon Amerika atas kecendrungan mewabahnya semandgat
anti-kapitalisme di dunia ketigavo. Dengan demikian,
sebenarnya gagasan developmentalisme ini sarat dengan muatan
ideologi: di samping untuk membendung ketertarikan negara-
negara Dunia Ketiga terhadap keberhasilan Uni Soviet,
gagasan ini juga diloncarkan dalam rangka perang dingin
yvakni konspirasi untuk menghilangkan pengaruh Sosialisme di
negara Dunia Ketiga. Dengan kata lain, wmenurut Mansour
pembangunanisme adalah kemasan baru dari ideclogi yang sama;
Kapitalisme.71

Namun, muatan ideologis yang terdapat pada gagasan
pembangunisme, tidak begitu menggoda untuk diperbincangkan
manakala kita beranjak pada persoalan ekses yang dilahirkan
konsep ini. Masour Fakih bahkan mengklaim bahwa teori
pembangunan yang kini digandrungi oleh negara Dunia Ketiga,
dalam prakteknya justru banyak menciptakan berbagai struktur
dan sistem ketidakadilan ekonomi; ketergantungan; dominasi

budaya dan pengetahuan; penindasan politik; dan ujung-

70. Dr. Masour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Susial, Pustaka pelajar, 1987, hal. <44

<1. Dr. Manser Fakih. Loc. Cit.
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ujungnya adalah eksploitasi sumber daya (lingkungan dan
manusia) .

Banyak faktor Yyang mempengaruhi kondisi demikian.
pPertama, teori pembangunan yang diproduksi dan disebarkan
oleh Barat adalah diskursus Yyang sarat dengan ideologil, di
samping mengandung kepentingan untuk meguasai kebijakan
politik negara punia Ketiga. Kedua, Bantuan pembangunan
sebagal manifestasi dari proyek developmental isme sering
dikembangkan dalam rangka mempertahankan status  Qquo.
Artinya, investasi dan bantuan pembangunan memang sengaja
dimaksudkan untuk mengikat negara Dunia Ketiga pada kemauan
ekonomi negara maju. Ketiga, ideologi dan teori
pembangunanisme sebenarnya sama sekali tidak dimaksuckan
untuk mengangkat negara Dunia Ketiga dari lilitan kemiskinan
dan keterbelakangan, namun hanya merupakan media transfer
pengalaman negara-negara maju untuk diadaptasi di negera
terbelakang. i

Setelah setengan abad teori dan ideologi ini diadaptasi
dan dikembangkan di berbagai negara Dunia Ketiga, haupir
tidak ada yang berubah: kecuali dominasi Amerika Serikat
semakin besar bagi negara Dunia Ketiga, dan hancurnya sistem
ekonomi dan politik moneter. Indonesia adalah contoh yang
paling representatif atas gagalnya proyek ini.

Padahal, selama 35 tahun mengadaptasi teori terseput,
Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara Yyang paling

serius menjamin berlangsungnya gagasan ini. Negara melaluil
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institusi-institusi sosial yang dikuasainya, secara
konsisten mengkampanyekan proyek ini secara hegemonik, mulail
dari institusi agama, media massa bahkan pendidikan
menyuarakan persoalan yang sama demi merubah cara pandang
masyarakat yang dianggap tradisional. Berbagai kebijakan
politik ditempuh demi menjaga setabilitas proyek térsebut,
salah satunya adalah kebijakan massa mengambang (floating
mass): larangan bagi organisasi politik di tingkat desa.
Pendekatan keamanan sampai di tingkat desa (Babinsa), demi
membedung arus perlawanan yang sewaktu-waktu bisa datang
dari kelas pekerja yang dalam banyak hal memang dirugiran
oleh proyek ini.

Lalu, mengapa proyek tersebut tetap saja tidak
melahirkan kesejahterazn (welfare)? Kemungkinan salah
megadaptasi teori memang bisa menjadi kemungkinan yang
bersifat kasuistik, namun ini tidak bisa menjadi jawahan
yang bisa menjabarkan gejala umum yang ada di setiap negera
Dunia Ketiga. Para analitis lebih sepakat menjawab bahwa
teori developmentalisme memang tidak diniatkan untuk
menciptakan kesejahteraan: melainkan ketergantungan.

Mekanisme investasi dan pinjaman dalam teori
developmentalisme, menyimpan ruang yang cukup lebar bagi
lahirnya hierarki penindasan berlapis. Bagaimana tidak?
Logika pertumbuhan ekonomi ditekan dengan sistem hutang dan
investasi yang dirancang untuk melicinkan ekspor serta

mendukung kepentingan bisnis negara-negara industri yang
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menanam modal di negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga
kemudian terjebak dalam siklus lilitan hutang, sebab sisten
ekonomi moneter juga ternyata sangat rapuh dalam percaturan
persaingan ekonomi global. Celakanya, roda ekonomi negara
Dunia Ketiga --seperti halnya Indonesia, lebih . banyak
dikembangkan dalam kerangka monopoli: antara elit kekuasaan
dan pengusaha. Praktis yang menguasai akses terhadap basis
ekonomi adalah segelintir orang dari elit kekuasaan dan
pengusaha. Sementara kebanyakan masyarakat --karena berbagal
keterbatasan akses terhadap basis ekonomi, tidak Jjuga
beranjak dari lilitan kemiskinan. Demikianlah, di Indonesia
hierarki penindasan yang berlapis itu, seakan menjadi siklus
yang mewarnai dinamika sosio-ekonomi di sepanjang kekuasan
rezim Orde baru. Penindasan negara-negara maju terhadap
negara berkembang yang direpresentasi oleh elit penguasa can
pengusaha, ternyata lebih meruncing ke bawah (top-down)
berubah menjadi penindasan oleh elit penguasa terhadap
masyarakat kelas pekerja.

Sebab demikian, dalam pandangan para analitis, lahirnya
konsep pendidikan komformisme-developmentalis (Link and
Match) sebenarnya tidak sekedar penjabaran teori
pembangunanisme yang dianut oleh negara, tetapi lebih
merupakan sebuah usaha pra-kondisi untuk merubah cara pikir
masyarakat dalam memaknai ketimpangan dan ketidak-adilan
struktural, di samping itu konsep tersebut juga mengandung

muatan politis untuk menciptakan kesadaran "kelas pekerja"
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pada peserta didik. Artinya, pendidikan diselénggarakan demi
menciptakan sebuah situasi emosi masyarakat yang merasa
inferior, sehingga sudah cukup puas menjadi kelas pekerja
(buruh) .

Dengan kata lain, pendidikan dalam versi ini sebenarnya
lebih berkepentingan mencetak buruh dari pada mencetak
manusia kritis yang bisa diharapkan menjadi egent of social
change. Ini sesuai dengan konsep Human Capital Investment
yang pertama kali dikembangankan oleh Theodore :Shultz
(1961) . Sebagai sebuah teori ekonomi, HCI mengandalkan
pengembangan investasi ekonomi dalam dunia pendidikan.
Konsepsinya, peserta didik dianggap sebagali sumber daya,
yang pada masanya bisé mengembalikan investasi yang sudah
ditanam oleh negara dalam dunia pendidikan. HCI ini secara
terang-terangan menyiratkan adanya orientasi ekonomi vyang
berlebihan dalam dunia pendidikan. Artinya, dengan mekanisme

tertentu peserta didik memang sengaja dikondisikan sebagai

kelas pekerja (buruh), yang sanggup memberil surplus bagi
negara.
Sebab demikian, tidak mengherankan Jjika Anita Lie

mengkritik konsep ini sebagai sebuah cerminan kekalahan
total masyarakat sipil terhadap negara. Hal in tercermin
dari penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang lebih
menggiring peserta dicdik untuk ‘"meniru"; "mencontoh";
"membiasakan"; dan "menyesuaikan" standar-standar norma yang

sudah ditetapkan oleh negara. Karena terbiasa dengan pola
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mencontoh yang diterapkan oleh pendidikan, masyarakat pada
umumnya akhirnya kehilangan daya pikirnya, sehingga mereka
hanya bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan kekejaman
rezim Orde Baru selama 35 tahun. Kondisi inilah vyang
sekaligus menjawab keresahan mengapa tak kunjung terjadi
revolusi di Indonesia, meskipun tingkat penindasan kelas
pekerja sudah sampai pada batas maksimum,

Dalam versi yang berbeda, kalangan sosiologi pendidikan
menyuguhkan konsep hidden curriculum (kurikulum tersembunyi)
untuk menganalisa persolan ini?2. Kurikulum tersembunyi
menurut mereka adalah kedok keilmuan yang disusupi oleh
dominasi budaya, artinya disiplin keilmuan yang diajarkan di
lembaga pendidikan merupakan rancang bangun pengetahuan yang
telah disusun secara selektif untuk memasukkan kepentingan
politis dan ideologi tertentu, dengan membuang beberapa
kategori keilmuan yang tidak dikehendaki??. Mekanismenya
dengan memilih bahasa, membentuk cara berfikir, menciptakan
pengalaman dan bentuk budaya tertentu dalam prakt.ek
pendidikan. Dengan mekanisme seperti ini, pendidikan
diharapkan bisa merepresentasi kepentingan-kepentingan
kelompok dominan dalam usaha menutupi berbagai ketimpangan.
Pendidikan pada gilirannya lebih berfungsi sebagai media

72. Michael W. Apple, Education and Power, Routledge, 1995, hal. 64.

3. Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Pustaka Pelajar
dan READ, 1999, hal. 11.
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untuk melakukan hegemoni --untuk melindungi berbagai sistem
ideologi yang dianut oleh negara/kelompok dominan.

Beberapa prinsip yang diyakini oleh kalangan sosiologi
pendidikan antara lain; Pertama, pendidikan dan " lembaga
pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat netral. Asumsinya
adalah bahwa negara yang sudah mengeluarkan biaya, membuat
kebijakan dan mencurahkan perhatian yang besar untuk
pendidikan bukanlah tanpa maksud. Dengan memakai alat
kekuasaan legal-formal, negara sebenarnya ingin menggiring
pendidikan sebagai tempat persemaian sistem kapitalisme.
Kedua, Karena alasan pertama, posisi pendidikan kemudian
dipandang sebagai alat reproduksi kapitalisme, yakni sejauh
mana lembaga pendidikan Dbisa menyediakan tenaga kerja
(buruh) yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pola produksi
sistem'kapitalisme.74

Kedua prinsip yang dipaparkan di atas nampaknya tidak
jauh berbeda dengan kondisi umum pendidikan di Indonesia
sampai saat ini. Bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional
lebih merupakan konspirasi wuntuk membelokkan berbagai
pengetahuan dan disiplin keilmuan, demi menjamin lancarrya
program pembangunan. Sekali lagi setidaknya hal ini secara
wadag bisa dilihat dari praktek pendidikan di masa Orde
baru. Darmaningtyas bahkan Dberani mengklaim bahwa

pendidikan di masa Orde Baru sama sekali tidak mencerminkan

4. Paulo Freire, Loc. Cit.
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kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat,
tetapi yang ada hanyalah indoktrinasi santiaji, penataran
dan serangkain ideologi Orde Baru yang diinjeksikan ke otak
peserta didik.”>

Sebab demikian, kiranya tidak terlalu berlebihan bila
dikatakan bahwa gamabaran umum penyelenggaraan pendidikan

nasional yang memakai sistem konformisme-developmentalis

--khususnya pada masa Orde Baru-- adalah cerminan hierarki
ketertindasan: ketertindasan masyarakat pada pemegang
kekuagaan; ketertindasan praktisi pendidikan terhadap

pembuat kebijakan; ketertindasan murid pada guru. Hierarki
ketertindasan tersebut tidak pernah dilawan, sebab negara
menguasai seluruh hajat hidup masyarakat. Secara tidak sadar
sebenarnya pendidikan sudah melecehkan individu-individu
vang berproses di dalamnya, sebab intervensi rezim terhadap
pedidik maupun peserta didik, sudah sampai pada wilayah
privacy. Z6Ideologi yang didektekan; penyeragaman terhadap
pola pikir melalui penyeragaman kurikulum; mekanisme
birokrasi pendidikan yang sentralistik; sampai pada
penyeragamén style: berpakaian seragam yang diwajibkan dalam
pendidikan, merupakan serangkaian cerminan hierarki
ketertindasan yang bisa dijumpai dalam dunia pendidikan.

75. Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Pustaka Pelajar dan LPIST, 1999, hal.
126.

76. Darmaningtyas, Loc. Cit.
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Dengan demikian, konsep pendidikan komformismne-
developmentalis sebenarnya tidak jauh Dberbeda dengan
basisnya, bila proyek developmentalisme sudah dianggap gayal
dalam menjawab berbagai persoalan keterbelakangan dan
kemiskinan di negara Dunia Ketiga, maka konformisme-
developmentalis juga demikian adanya, konsep ini dianggap
gagal dalam menjabarkan kebutuhan manusia dalam memperoleh
pendidikan, malah mendukung proses penindasan yang dilakukan
oleh negara terhadap masyarakat.

Cermin ketertindasan dalam praktek pendidikan nasional,
sebenarnya bukan persoalan yang baru sama sekali. Paulo
Freire pada tahun 1978 telah menyuguhkan formulasi filsafat
"Pendidikan Kaum Tertindas" (Pedagogy of Oppressed), yakni
sebuah formulai siscem pendidikan yang berusaha
mengembalikan peserta didik pada realitas ob?ektif.
Formulasi tersebut merupakan counter terhadap sistem
pendidikan mapan yang berpeluang menjadikan peserta didik
tercerabuti dari realitas obyektif (disinherited masses):
dirinya dan lingkungan sosial.

Freire memulai teorinya dengan terlebih dahulu
mengemukakan teori ketertindasan. Pertama kali Freire
menyuguhkan fakta obyektif bahwa sebagaian besar masyarakat
bumi sedang dalam kondisi "tertindas", sementara sebagaian
kecil (minoritas) lainnya menikmatinya sebab mereka
diuntungkan oleh struktur ketertindasan tersebut. Struktur

ketertindasan bagi Freire merupakan ruang yang menjerumuskan
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manusia pada proses yang tidak manusiawi (dehumanisasi).
Dehumanisasi ini bersifat dualis, sebab kedua kelas vyang
terpolarisasi dalam struktur ketertindasan (penindas, maupun
yvang ditindas) sama-sama tercerabuti kodratnyé. kaum
tertindas dianggap tidak manusia karena hak-hak asasi mereka
diberangus, tenaga dan fikiran mereka dieksploitasi demi
kepentingan politik-ekonomi tertentu. Kaum penindas ternyata
juga tidak 1lebih ©bagus, mereka tetap dianggap tidak
manusiawi karena mereka melupakan hakekat kemanusiaannya
dengan melakukan penindasan bagi sesamanya.

Sepintas mencermati volarisasi yang dikemukakan Freire,
mengesankan bahwa ia adalah Marxian Ortodoks. Namun ternyata
Freire tidak hanya berhenti sampai di situ. 1Ia tidak
menawarkan sebuah perubahan struktural menuju masyarakat
sosialis untuk menjawab ketertindasan tersebut, namun cara
yang ditempuh kemudian adalah menyuguhkan formulasi-
formulasi filsafat ketertindasan yang aikembangkan dalam
konsep pendidikan. Freire sudah meninggalkan tradisi
Marxisme vyang dianggapnya tidak bisa lagi menjawab
kompleksitas persoalan ketertindasan. Ia lebih wmemilih
mendorong perubahan dengan  proses pemberdayaan individu-
individu melalui penyelanggaraan pendidikan yang
memerdekakan kebebasan berfikir.

Pendidikan menurut Freire harus berorietasi kepada
realitas obyektif dan bervisi pada kemanusiaan. Ini karena

untuk melakukan penyadaran terhadap individu-individu yang
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tertindas, pertama kali seseorang perlu dikenalkan pada
realitas penindasan yang terjadi di sekelilingnya (kesadaran
obyektif), kemudian baru dilakukan penyadaran sﬁbyektif,
artinya pendidikan harus benar-benar berorientasi kepada
murid, sebab murid harus dijadikan dirinya sendiri bukan
jelmaan guru atau bejana kosong yang siap diisi berbagai
pengetahuan yang sarat dengan hegemoni kultural.

Untuk mensosialisasi konsep di atas, Freire kemudian
menyusun konsep pendidikan 'melek huruf fungsional' yaitu
sebuah konsep pendidikan yang menggunakan perbendaharaan
kata-kata yang digali dari berbagai tema pembicaraan sehari-
hari masyarakat yang tertindas itu sendiri. Konsep melek
huruf ini kemudian dijabarkan dalam tiga tingkatan: pertaina,
tahap kodifikasi dan dekodifikasi, yakni tahap pendidikan
melek huruf elementer dalam konteks 'konkret' dan konteks
teoritis. Kedua, tahap diskusi kultural; tahap ini merupakan
lanjutan salam satuan kelompok-kelompok kerja kec;l yang
sifatnya problematis dengan menggunakan kata/kalimat.kunci.
Ketiga, tahap aksi kultural, yakni menjadikan aktifitas-
aktifitas individu sebagai bagian dari realitas. Dengan cara
seperti ini setiap orang akan menjadi dirinya sendiri: bukan
jelmaan siapa pun.

Setting pemikiran Paulo Freire ini memiliki banyak
kesamaan dengan determinisme vyang melingkupi pendidikan
nasional. Gambaran pendidikan nasional saat ini tidak jauh

berbeda dengan gambaran pendidikan di Bazil dan Chili tempat
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di mana Freire menelurkan konsep pembebasan ini. Bila semua
sepakat bahwa konformisme-developmentalis pendidikan
nasional adalah representasi sebuah penindasan, maka
sesungguhnya konsep pembebasan Freire juga menghadapi sebuah
situasi penindasan yang sama. Selebihnya, mengamini atau
menolak penindasan adalah hak bersama, bukan monopoli
negara.
C. SIMILARITAS KETERTINDASAN: DALAM GENDER DAN PENDIDIKAN

Dua item ketidakadilan yang telah diungkap pada dua sub
bab di atas: gender dan pendidikan, dalam banyak hal
menunjukkan kesamaan (similaritas). Hierarki ketertindasan
dalam gender, umumnya menunjukkan kesamaan kerangka yang
juga bisa dijumpai di wilayah pendidikan. Secara terperinci
kesamaan-kesamaan itu hendak dijabarkan di bawah ini.
Penindasan dalam pendidikan

Struktur penindasan dalam dunia pendidikan yang diwakili
oleh logika komformisme-developmentalis, merupaxan
implementasi dari kebijakan negara yang mengadaptasi proyek
developmentalisme. Proyek developmentalisme umunya
melahirkan institusi baru yang bernama industri. Sementara
semua memahami bahwa perkembangnya industrialisasi di
Indonesia, digerakkan oleh jaringan kapitalisme global.
Lingkaran struktur yang diayomi oleh supra-struktur
kapitalisme global ini, akan menghasilkan sebuah pola
eksploitasi di dunia pendidikan yang berusaha mengarahkan

lembaga pendidikan sebagai pendukung proyek industrialisasi.
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Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, pendidikan pada
gilirannya dikondisikan untuk memerankan fungsi reproduksi:
menciptakan kondusifitas bagi berkembangnya sistem
kapitalisme.

Dalam struktur dan jaringan kekuasaan yang bersifat
global ini, negara yang kemudian paling banyak berperan
menciptakan pra-kondisi untuk menancapkan berbagai proyek
kapitalisme demi mendukung pertumbuhan ekonomi moneter.
Dalam rangka menciptakan pra-kondisi ini, negara pada
umumnya membutuhkan banyak media_untuh melakukan kampanye
berbagai pogram developmentalisme agar bisa diterima oleh
masyarakat --atau Dbahkan untuk merubah cara pandang
masyarakat dengan mengembangkan perangkat hegemoni. Dan
semua memaklumi bahwa pendidikan adalah salah satu ingtitusi
sosial yang relatif efektif untuk menjadi media kampanye
berbagai program pembangunanisme tersebut. Kondisi iniiah
yang mewarnai praktek pendidikan di Indonesia selama ini,
umumnya institusi pendidikan dijadikan alat untuk melakukan
kampanye dan indoktrinasi ideologi tertentu kepada
masyarakat.

pendidikan pada gilirannya terlalu dibebani oleh pesan-
pesan ideologis, yang tercermin dari penyusunan kurikulum
yang dibuat sentralistik dengan muatan-muatan yang cenderung
membelokkan pengetahuan untuk menjustifikasi berbagal proyek
pembangunanisme yang dikelola oleh negara. Tidak ada yang

unik dari kondisi ini, selain gamabaran kekalahan masyarakat
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kepada supremasi negara. Intervensi negara yang sistematis
ini, memposisikan masyarakat selalu dalam kondisi kalah dan
tidak bisa memilih, kecuali pasrah dan menerima struktur
ketertindasan itu secara suka rela. Proses yang paling akhir
dari serangkaian intervensi negara tersebut adalah
perubahnya institusi pendidikan menjadi sekedar a.at
hegemoni bagi masyarakat.

Ketertindasan Dalam Relasi Gender

Umumnya ketertindasan dalam relasi gender diawali oleh
perbedaan biologis yang dibebani berbagai mitos seks. Mitos
seks ini kemudian terepresentasi melalu ideologi
patriarkisme. Hubungan parempuan dan laki-laki kemudian
cenderung diskriminatif karena adanya berbagal anggapan yang
memposisikan laki-laki dalam posisi superior.

Konstruksi ini selajutnya menjadi rumit manakala negara
mulai memformalkan relasi gender dalam struktur
kekuasaannya. Negara yang pada umumnya memilih landasan
filsafat Fungsionalisme ini hanya bisa mengamini hierarki
penindasan terhadap perempuan dengan alasan menjaga
harmonitas dan integritas nasional. dalam kondisi tertentu
negara malah memperparah hierarki ketertindasan ini, sebab
dalam banyak hal inferioritas perempuan memang mendukung
kemapanan kekuasaan. Di samping alasan adanya supra-ideologi
patriarkisme yang mengayomi hierarki penindasan tersebut,
kondisi ini juga dipengaruhi oleh logika developmentalisme

yang terlanjur membawa-bawa perempuan dalam percaturan
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publik, ketika mentalitas masyarakat masih sangat seksis.

Realitas penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan
malah semakin kabur dan diragukan kebenarannya oleh
masyarakat, ketika negara secara membabi-buta menyuguhkan
berbagai  dogmatika nasionalisme dan kebangsaan demi
menghadang maraknya gerakan feminisme yang secara tegas
menolak penindasan dijadikan justifikasi untuk melanggengkan
kekuasaan sementara elit politik yang kebanyakan . adalah
laki-laki. Akhirnya, gerakan feminisme yang sedianya
dilontarkan untuk menggugat hierarki ketertindasan tersebut,
tidak pernah memperoleh perhatian dan simpati masyarakat
karena perangkat hegemoni yang mengatasnamakan nasionalisme
dan kebangsaan.

Ideologi Ganda Bagi Perempuan

Kedua jenis hierarki penidasan di atas ibarat kue yang
sama dalam kemasan yang berbeda. paling tidak kesamaan yang
terdapat pada kedua jenis hierarki penindasan tersebut
tercermin dalam beberapa hal:

Pertama, keduanya: penindasan dalam relasi gender dan
pendidikan, sama-sama diayomi oleh logika developmentalisme.
Artinya ketertindasan yang dialami oleh peserta didik dalam
institusi pendidikan maupun perempuan dalam relasi gender,
sama-sama ditekan oleh negara yang mencoba menjabarkan teori
developmentalisme dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Kedua, secara filosofis, dua bentuk penindasan ini

berbasis pada pandangan Fungsionalisme. Sebuah pandangan
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filsafat yvang menekankan pentingnya kemapanan dan
keteraturan sosial. Term penindasan kemudian tidak menjadi
prioritas masalah yang mendesak dipecahkan, karena negara
dalam banyak hal memang membutuhkan keteraturan dan
kemapanan sosial untuk menciptakan sebuah struktur kekuasaan
yang tanpa konflik. Dalam kerangka berfikir fungsionalis
seperti ini, kelompok sosial yang tertindas justru dijadikan
tumbal untuk selalu mempertahankan kelanggengan kekuasaan.

Ketiga, dalam kerangka konflik sosial, kelompok sosial
yang tertindas sebenarnya sedang berhadap-hadapan secara
langsung dengan institusi yang bernama negara. Baik praktisi
pendidikan maupun aktifis feminisme, sebenarnya sedang
terjebak dalam lingkaran konflik yang bersumber pada negara.
Dengan demikian, kedua kelompok ini sebenarnya nienempati
posisi yang sama: keduannya inferior di mata negara.

Keempat, karena keduanya sama-sama berhadapan dengan
negara, maka baik praktisi pendidikan maupun aktifis
feminisme sebenarnya sedang dalam lingkaran hegemoni negara.
Hanya saja inter-relai kekuasaan negara terhadap pendidikan
dalam kasus ini sudah sedemikian menyatu, sehingga institusi
pendidikan justru sudah berubah menjadi bagian dari hegemoni
itu sendiri. Sementara feminisme merupakan gerakan vyang
tidak terinstitusikan, maka hegemoni dalam gender hanrya
sebatas mengeruhkan wacana saja.

Meskipun kedua hierarki penindasan tersebut mempunyai

banyak kesamaan, namun tidak berarti bahwa kedua kelompok
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sosial yang ada dalam reasi ketertindasan itu merasalkan
tekanan mental yang sama. Justru karena lembaga pendidikan
sudah menjadi bagaian dari hegemoni negara, maka lahirlah
apa yang sering disebut dengan ketertindasan berlapis.
Artinya, proses pendidikan yang merepresentasi ketertindasan
masyarakat terhadap negara/kelompok dominan, kemudian lebih
meruncing menjadi hierarki penindasan terhadap masyarakat
yang berjenis kelamin perempuan, sebab di sisi 1lain
institusi pendidikan sendiri juga dimanfaatkan negara untuk
membelokkan makna ketertindasan yang berdasar pada perbedaan
jenis kelamin.

Hal demikian juga disebabkan oleh beban basis ideologi
dan sistem yang mengayomi struktur penindasan tersebut.
Dalam struktur penindasan, laki-laki umumnya hanya berhadap-
hadapan dengan logika developmentalisme yang dipakai oleh
negara, dan kegiatan produksi yang diayomi oleh sistem
kapitalisme. Sementara perempuan relatif menghadapi basis
ideologi ganda. Di satu sisi, mereka menghadapi tekaran
kultur patriarkisme yang terepresentasi melalui norma dan
sistem sosial, di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan
ideologi kapitalisme yang secara sistemik selalu
menghasilkan sistem diskriminasi berdasar jenis kelamin
(sexism) .

Sebab demikian kebanyakan perempuan di Indonesia umumnya
menanggung beban ganda dalam struktur ketertindasan. Secara

bottom-up, mereka tetap dikondisikan untuk menjaga norma dan
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nilai yang mendiskriminasikan mereka sendiri, dan pada saat
yang sama mereka juga mendapat tekanan-tekanan perubahan
yang dikampanyekan developmentalisme. Beban yang kedua ini
lebih bersifat top-down.

Dengan beban ideologi seperti ini, penindasan terhadap
perempuan semakin menempati posisi yang absah di mata
masyarakat. Semua institusi sosial mengamini hierarki
penindasan ini akibat tidak bisa melepaskan dominasi dan
hegemoni yang secara konsisten diproduksi oleh negara. Tidak
terkecuali lembaga pendidikan --yang sedianya diharapkan
mampu memutus berbagai ketimpangan relasi gender,
realitasnya malah mendukung kekuasaan dalam mengukuhkan
struktur penindasan terhadap perempuan. Sebab lembaga
pendidikan adalah institusi yang hampir tidak pernah bisa
mengelak kungkungan ideologi dan hegemoni negara, maka dalam
perjalanannya lembaga ini justru bermetamorfosis menjadi
institusi sosial yang seksis dan Kkarenanya dianggap paling
tidak peka terhadap perscalan-perscalan gender. Unsur
seksismne yanyg paling vulgar dalam pendidikan, bisa diamati
melalui evaluasi terhadap teks dan simbol-simbol yang
terdapat dalam buku pokok --khususnya di tingkat SD-- yang
diwajibkan menjadi pegangan guru dan murid --hal ini juga
bagian dari penyeragaman versi pendidikan Orde Baru.

Semuanya akan diulas pada bab III beserta hasil penelitian.
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